SALINAN

PUTUSAN
Perkara Nomor 09/KPPU-1/2011

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesielanjutnya disebutomisi
yang memeriksa Perkara Nomor 09/KPPU-1/2011 tentiungpan pelanggaran Pasal 22
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender RakePembangunan Pelabuhan

Laut Samboja di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuéatakegara Provinsi Kalimantan

Timur Tahun Anggaran 2009, yang dilakukan olek--

1) Terlapor I, PT Budiindah Muliamandiri , berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja
Nomor 13-15 Pekanbaru, Indonesia, Telepon: (0763)13, Faximile (0761)
362284;

2) Terlapor Il, PT Tri Perkasa Aminindah , berkedudukan dlalan Raya Kendangsari
Nomor 95 Surabaya Kode Pos 60292, Indonesia, Telé®il) 8418992 -aximile :
(031) 8410459;

3) Terlapor lll, PT Tanjung Nusa Persada berkedudukan di Plaza Juanda Nomor 22
A Lantai Il Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesikglepon: (0541) 766599,
Faximile (0541) 766885;

4) Terlapor IV, PT Penata Karya Keluarga Utama, berkedudukan di Jalan Gunung
Sahari Raya Nomor 2 Komplek Marinatama Blok F.3A, 8, Kelurahan
Pademangan Barat, Jakarta Utara, Indonesia, Telgp@d) 6408040 Faximile
(021) 6408024;

5) Terlapor V, PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi , berkedudukan di Komplek
Ruko Mega Grosir Blok | Nomor 28 Cempaka Mas Jadlatiend Suprapto Jakarta
Pusat Kode Pos 10640, Indonesia, Telepon: (02183842, Faximile (021)
42883842emait kharisma_tma@yahoo.co;id

6) Terlapor VI, Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan laut Samboja,

Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Baun di Dinas
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SALINAN

Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaan 2009,

berkedudukan di Gedung Kembar A Lantai 2, KomplekkBntoran Bupati, Jalan
Wolter Mongonsidi Kelurahan Timbau, Kecamatan Temggg, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Kalimantan Timur, Kode Pos 75511, med@, Telepon: (0541)

6666342 Faximile (0541) 6666318;

telah mengambil Putusan sebagai berikut:

Majelis Komisi:

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran;

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhagapadraDugaan Pelanggaran;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;

Setelah mendengar keterangan para Ahli;

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidanganmaestigator;

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dexiferlapor;

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumam gerkara ini; -------------------

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukamitoring pelaku usaha
tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undaiagg Nomor 5 Tahun 1999
berkaitan dengan Tender Pembangunan Pelabuhan $aatboja di Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimaftamur Tahun Anggaran
2009

Menimbang bahwa berdasarkd®esumeHasil Monitoring tersebut merupakan
kompetensi absolut Komisi, telah lengkap secarair@dirasi, dan telah jelas dugaan

pelanggaran pasal dalam Undang-undang Nomor 5 TES®@8y

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Monigoriersebut, Komisi

menetapkan untuk ditindaklanjuti ke tahap Penyledidj
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10.

11.

SALINAN

Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakuytanyelidikan terhadap Hasil

Monitoring, dan memperoleh bukti yang cukup, kejala dan kelengkapan dugaan

pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasid?®iikan;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, raapélasil Penyelidikan
tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Lapordan disusun dalam bentuk

Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran;

Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komishytujui Rancangan

Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Lafaugaan Pelanggaran; --------

Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerhitRanetapan Komisi Nomor
36/KPPU/Pen/V/2011tanggal 31 Mei 2011 tentang Pemeriksaan Pendahuluan
Perkara Nomor 09/KPPU-I/201¢%i¢le bukti Al);

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemerikeadatluan tersebut, Ketua
Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melikputusan Komisi Nomor
101.2/KPPU/Kep/V/2011 tanggdll Mei 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi
sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan PendahuReaxkara 09/KPPU-1/2011
(videbukti A2);

Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nom@®/KPPU-1/2011
menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi NomatKMK/Kep/VI/2011 tentang
Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara NOBIBIPPU-1/2011 yaitu
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) karja terhitung sejak tanggal 13
Juni 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 20ide pukti A24));

Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikamPBeritahuan Pemeriksaan
Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan PemalahiBktikan Surat Keputusan
Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan dBealuan, dan Surat
Panggilan Sidang Majelis Komisi | kepada para Tendvide bukti A12, A13, Al4,
Al5, Al16, Al17, A6, A7, A8, A9, A10, Al1l, A25, A2&27, A28, A29, A30, A31,
Al18, A19, A20, A21, A22, A23);

Menimbang bahwa pada tanggal 13 Juni 2BtE]elis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pembacaan dan Pemyef@diinan Laporan Dugaan

Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlayidepukti B1);-----------------mmemmeeeev
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13.
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Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi tersebut diiiaoleh Investigator,
Terlapor | (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapdr (PT Triperkasa Aminindah),
dan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utarfadle bukti B1); ----------=--------

Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi, Ingsgtir membacakan Laporan
Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi halefmgai berikutvide bukti
C33):

13.1 Tim Investigator menilai terdapat persekongkolarrisomtal antara PT
Budiindah Muliamandiri, PT Triperkasa Aminindah, nd®T Kharisma

Troposindo Makmur Abadi; --

13.2 Tim Investigator menilai terdapat persekongkolarridomtal antara PT

Tanjung Nusa Persada dan PT Penata Karya Keludegad)-------------------

13.3 Bahwa terdapat kemiripan tulisan penandatangantiardsadir pendaftaran
dan pengambilan dokumen mewakili PT Budiindah Mubadiri, PT
Kharisma Troposindo Makmur Abadi, dan PT Tanjung&Rersada; ---------

13.4 Bahwa PT Budiindah Muliamandiri dan PT Penata Kafgduarga Utama
tidak dapat membuktikan mengenai proses pembuataimgn yang terbukti
memiliki nomor seri berurutan diantara para pesédader Pembangunan

Pelabuhan Laut Samboja;

13.5 Bahwa terdapat nilai pengalaman pekerjaan yang saensis antara PT
Budiindah Muliamandiri dan PT Triperkasa Aminindghitu senilai Rp.
33.495.254.100,00 (tiga puluh tiga miliar empatsasembilan puluh lima
juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus rypiatiuk pekerjaan yang
berbeda dan PT Budiindah Muliamandiri tidak bisambektikan dokumen

pengalaman pekerjaan tersebut;

13.6 Tim Investigator menilai terdapat bukti yang cukaganya persekongkolan
horisontal dalam mempersiapkan, mengikuti dan mengkeikutsertaan
dalam proses tender antara PT Budiindah Muliaman@if Triperkasa
Aminindah, PT Tanjung Nusa Persada, PT Kharismgdsimdo Makmur
Abadi, dan PT Penata Karya Keluarga Utama;
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13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

SALINAN

Tim Investigator menilai terdapat tindakan disknatif yang dilakukan oleh

Panitia dalam tahap prakualifikasi terhadap pesertder;

Bahwa Panitia telah menggugurkan PT Gunakarya Nassaryang tidak
melampirkan dokumen pernyataan tidak masuk daftamh sedangkan di
lain hal Panitia tetap meluluskan PT Kharisma Tedpdo Makmur Abadi
dan PT Budiindah Muliamandiri meskipun tidak melahgn pernyataan

tidak masuk daftar hitam; -----

Bahwa Panitia telah menggugurkan PT Wijaya Kangag&¥o) dengan alasan
tidak melampirkan pengesahan dari Kementerian Huklam Hak Asasi
Manusia untuk akta-akta perusahaan yang dilampirkadangkan di lain
pihak Panitia tetap meluluskan PT Kharisma TromisidMakmur Abadi

meskipun tidak melampirkan bukti pengesahan damdé@erian Hukum dan

Hak Asasi Manusia terhadap akta-akta yang dilarapirk

Bahwa Panitia dengan sengaja memfasilitasi pihakgyaama dalam
penandatanganan daftar hadir pendaftaran dan péigamdokumen atas PT
Budiindah Muliamandiri, PT Kharisma Troposindo MakmAbadi, dan PT
Tanjung Nusa Persada, dimana Panitia seharusnygetadii jika daftar
hadir tersebut dibuat oleh pihak yang sama karesrajipian daftar hadir

disaksikan oleh Panitia;

Bahwa Panitia sengaja meluluskan PT Penata KaryakKgm Utama
walaupun secara administrasi dokumen penawarandditangani oleh pihak
yang tidak memiliki kewenangan untuk menandatangariu Alfian Noor,

yang dikuatkan oleh anggaran dasar perusahaamnudzrkeasa dari direktur;

Bahwa Panitia diduga sengaja meluluskan PT Budin#éuliamandiri

walaupun tidak melampirkan pengalaman pekerjaa#;

Bahwa Panitia tidak melakukan pengecekan terhadepngden penawaran PT
Budiindah Muliamandiri sehingga dalam penilaianlifikasi yang dilakukan
Panitia disebutkan pengalaman pekerjaannya adglamiBangunan teluk
kapang” dengan nilai kontrak Rp 33.495.254.100#0§h (puluh tiga miliar

empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus [pmah empat ribu seratus
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15.

16.

17.
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rupiah) yang nilainya sama persis dengan nilai tabntlari PT Triperkasa

Aminindah untuk “pelabuhan perikanan pantai”;

13.14 Tim Investigator menilai bahwa ditemukan cukup bukidlanya tindakan
Panitia dalam rangka mengatur pemenang tendemntertaelalui tindakan
diskriminatif dan dalam tahap prakualifikasi sekialaian yang disengaja
pada tahap evaluasi penawaran terhadap pesertartdad membiarkan

seseorang yang sama mewakili beberapa perusahsemspender; ------------

Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi ini, elstigator menyerahkan
Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada TerldpofPT Budiindah
Muliamandiri), Terlapor Il (PT Triperkasa Aminindaldan Terlapor IV (PT Penata

Karya Keluarga Utama);

Menimbang bahwa oleh karena Terlapor Il (PT Tagji\usa Persada), Terlapor V
(PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi), dan Terlapdr (Panitia Tender
Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, PembangunabuRah Terpadu di
Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabopgé&igi Kartanegara Tahun
Anggaran 2009) tidak hadir dalam Sidang Majelis komMajelis Komisi
mengirimkan Surat Panggilan Il yang dilampiri demdggalinan Laporan Dugaan
Pelanggaran kepada para Terlapor tersebut untuk deldm Sidang Majelis Komisi
berikutnya yide bukti A32, A33, dan A34);

Menimbang bahwa pada tanggal 20 Juni 2011, Mafemisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pembacaan dan Permyerdlaporan Dugaan
Pelanggaran kepada Terlapor 1l (PT Tanjung Nusesdea), Terlapor V (PT
Kharisma Troposindo Makmur Abadi), dan Terlapor (Phnitia Tender Pekerjaan
Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhpadiietti Kecamatan Kota
Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai KagargeTahun Anggaran 2009)
(videbukti B2);

Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi tersebut ditaleh Investigator, dan

Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembanguraut Samboja, Pembangunan
Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Diterhubungan Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008)i¢ bukti B2);
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Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi ini, elstigator membacakan
Laporan Dugaan Pelanggaran namun tidak menyeraBifinan Laporan Dugaan

Pelanggaran karena telah dilampirkan pada saatrpeag surat panggilan;-----------

Menimbang bahwa oleh karena Terlapor Ill (PT Tagjudusa Persada), dan
Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadiylak hadir dalam Sidang
Majelis Komisi, Majelis Komisi mengirimkan Surat iRgilan untuk hadir dalam

Sidang Majelis Komisi selanjutnyaife bukti A43 dan A44);

Menimbang bahwa pada tanggal 21 Juni 2011, Mdf@isisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda penyerahan tanggapdradap Laporan Dugaan
Pelanggaran oleh Terlapor | (PT Budiindah Muliama)yd Terlapor I (PT
Triperkasa Aminindah), dan Terlapor IV ( PT Pendtaya Keluarga Utama)ide
bukti B3);

Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi tersebut diihaoleh Investigator,
Terlapor | (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor (PT Triperkasa Aminindah),
dan Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utanaa)e(Bukti B3); -------------------

Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi ini, |d®or | (PT Budiindah

Muliamandiri), menyerahkan Tanggapan terhadap lapddugaan Pelanggaran

yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikdeBukti C26):

22.1 Bahwa setelah diteliti penulisan pada daftar hddir pengambilan dokumen
antara PT Budiindah Muliamandiri, PT Kharisma Treipdo Makmur Abadi,
dan PT Tanjung Nusa Persada adalah berbeda sauaanya; ---------------

22.2 Bahwa PT Budiindah Muliamandiri tidak tahu menahengenai nomor urut
yang berurutan pada jaminan penawaran karena peaonersebut adalah
hak dari Asuransi Parolamas, PT Budiindah Mulianmandchanya
memasukkan permohonan kepada pihak Asuransi Paaslantuk dibuatkan
jaminan penawaran pada paket pekerjaan Pembandgeekbuhan Laut

Samboja untuk dan atas nama perusahaan PT Budividigmandiri;--------

22.3 Bahwa setelah memeriksa dokumen PT Budiindah Malieimi dan
menanyakan kepada Panitia ternyata pengalaman giamgsukkan dalam
dokumen lelang prakualifikasi adalah senilai Rp288.425.000, (dua puluh
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23.

22.4

22.5

22.6

22.7

22.8
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tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta empaitsrdua puluh lima ribu

rupiah) pada paket pekerjaan Pembangunan PelaBuhak Bali; -------------

Mengenai kesamaan dokumen lelang antara PT BudtiiMidiamandiri, PT
Triperkasa Aminindah, dan PT Kharisma Troposindokidar Abadi, PT
Budiindah Muliamandiri tidak tahu menahu karena ws&mpembuatan

dokumen prakualifikasi dan dokumen penawaran hadjserahkan

sepenuhnya kepada staf;

Mengenai kesamaan/kemiripan tulisan penandatangaaitard hadir
pendaftaran dan pengambilan dokumen yang mewakili Budiindah
Muliamandiri, PT Kharisma Troposindo Makmur Abadan PT Tanjung
Nusa Persada adalah tidak benar, karena setediti dittara perwakilan satu

dengan yang lain tidak sama;--

Tuduhan yang ditujukan pada PT Budiindah Muliamandiidak
mencantumkan/melampirkan pernyataan tidak masukarddiitam adalah
tidak benar karena setelah dilakukan pengecekana pdadkumen
prakualifikasi PT Budiindah Muliamandiri ternyatarpyataan tidak masuk
dalam daftar hitam ada dalam dokumen prakualifikR3i Budiindah

Muliamandiri;

Bahwa PT Budiindah Muliamandiri dalam mengikutalelj selalu mengikuti

Syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak Panitia;

Bahwa PT Budiindah Muliamandiri menolak seluruh atug persekongkolan

dan pengaturan Panitia atas pemenang tender yangkdn kepada PT

Budiindah Muliamandiri; -----

Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi ini, |dor 1l (PT Triperkasa

Aminindah), menyerahkan Tanggapan terhadap LapDragaan Pelanggaran yang

pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikidgbukti C27):

23.1

Bahwa PT Triperkasa Aminindah yang beralamat dind&aya Kendangsari
Nomor 95 Surabaya mengetahui adanya pelelanganja@kePembangunan
Pelabuhan Laut Samboja melalui surat kabar Hari@di® Indonesia dan

mendaftar serta mengambil dokumen lelang prakkasfi pada Panitia
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24,

23.2

23.3

23.4

23.5
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Pelelangan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupatetai KKartanegara

Provinsi Kalimantan Timur; --

Bahwa setelah pemasukan dokumen prakualifikasiTiperkasa Aminindah
tidak pernah mendapat pemberitahuan atau surak padiualifikasi dari

Panitia, dan PT Triperkasa Aminindah tidak mengdatahlau PT Triperkasa

Aminindah dinyatakan lulus prakualifikasi;

Bahwa proses lelang mulai dari undangan, pengamlizkumen lelang,
pendaftaran dan pengambilan dokumen lelaAgnwijzing pemasukan
dokumen penawaran, pembukaan penawaran, PT Trggefminindah tidak
pernah menugaskan atau mengikuti kegiatan terseéant PT Triperkasa
Aminindah tidak pernah memasukkan dokumen penavwsaperti disebutkan

dalam Laporan Dugaan Pelanggaran;

Bahwa pengalaman pekerjaan yang disebutkan dalaporda Dugaan
Pelanggaran memang benar adalah pengalaman yangldipPT Triperkasa
Aminindah pada paket-paket pekerjaan PembangunkaibuPan Perikanan
Pantai dengan nilai keseluruhan Rp 33.495.254.00@i@ga puluh tiga miliar
empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus fumlah empat ribu seratus

rupiah);

Bahwa PT Triperkasa Aminindah dalam proses kegiptangadaan penyedia
jasa untuk paket pekerjaan Pembangunan Laut SamBgmbangunan
Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di DiRashubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009eharengikuti sampai
dengan pemasukan prakualifikasi saja, adapun legiltinnya termasuk
pemasukan dokumen penawaran sampai dengan pengampemdenang
lelang PT Triperkasa Aminindah tidak mengetahuinya;

Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi ini,|dgor IV (PT Penata Karya

Keluarga Utama), menyerahkan Tanggapan terhadapraaugaan Pelanggaran

yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikdeBukti C28):

24.1

Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama telah mendemgambaca,

mencermati dan memahami isi materi Laporan DugaatanBgaran
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26.
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dimaksud setelah dan pasca dilakukannya pemerikaaah oleh Sidang
Majelis Komisi tanggal 31 Juni 2011;

24.2 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama telah berdicaperatif dalam
pemeriksaan kasus dimaksud;

24.3 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama telah secktii raembantu
Investigator dengan menghubungi kantor cabang RiEtBeKarya Keluarga

Utama Kalimantan Timur; -----

24.4 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama telah menigannsurat undangan
kepada Sdr. Alfian NH selaku pimpinan cabang PTaReiKarya Keluarga
Utama Kalimantan Timur untuk datang ke Jakarta gueajelaskan semua
hal yang berlangsung terkait pelelangan PembanguPelabuhan Laut
Samboja. Adapun undangan tersebut kami maksudkankagi dapat lebih
lengkap lagi mendengar dan meneliti berkas-berkasa gmengambil
kesimpulan terkait permasalahan ini, dikarenakgaksdgibukanya cabang PT
Penata Karya Keluarga Utama Kalimantan Timur yaipggpin oleh Sdr.
Alfian NH belum pernah tercatat mengirimkan lapel@wmoran sebagaimana

diwajibkan kepadanya sesuai isi dari minuta aktalpekaan kantor cabang; -

24.5 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama Pusat sebgtutitak mengetahui
sama sekali terkait adanya dugaan pelanggaranittéglang pembangunan
Pelabuhan Laut Samboja tersebut;

Menimbang bahwa pada tanggal 28 Juni 2011, Mdf@isisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda penyerahan tanggapdradap Laporan Dugaan
Pelanggaran oleh Terlapor 11l (PT Tanjung Nusa &a¥ Terlapor V (PT Kharisma
Troposindo Makmur Abadi), dan Terlapor VI (Panitiiender Pekerjaan
Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhpadiietti Kecamatan Kota
Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai KagareeTahun Anggaran 2009);

Menimbang bahwa pada pada Sidang Majelis Komisdimadiri oleh Investigator,
Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur AbadigndTerlapor VI (Panitia
Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pemitzan&elabuhan Terpadu di
Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabopéaiéai Kartanegara Tahun
Anggaran 2009);
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27. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi ini, |dgor VI (Panitia Tender
Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, PembangunauRah Terpadu di
Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabopéaiéai Kartanegara Tahun

Anggaran 2009), menyerahkan Tanggapan terhadapramgdugaan Pelanggaran

yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikdepukti C30):

27.1 Bahwa dalam dokumen prakualifikasi asli PT Kharistnaposindo Makmur

Abadi, dan PT Budiindah Muliamandiri melampirkanrpataan tidak masuk

dalam daftar hitam;

27.2 Bahwa dalam dokumen prakualifikasi asli PT Kharistnaposindo Makmur

Abadi telah melampirkan bukti pengesahan akte pemdperusahaan dari

Kementerian Hukum dan HAM;

27.3 Bahwa Panitia benar-benar tidak mengetahui kalau daftar hadir yang
kemungkinan memiliki kemiripan dikarenakan pada t spendaftaran,
penjelasan pekerjaan dan batas akhir pemasukanwaema beberapa
kegiatan dilakukan dalam waktu yang bersamaan dalamgan yang sama,
dalam penjelasan pekerjaan secara umum dilakukaarba-sama, kemudian
secara teknis dilakukan bergantian dalam ruangamg ysama, sehingga
kalaupun ada kemiripan tulisan dalam pendaftaraftad hadir penjelasan
pekerjaan dan daftar hadir pemasukan penawarak telamonitor oleh
Panitia, dan setelah kami cek bahwa daftar pendambdbkumen antara PT
Budiindah Muliamandiri, PT Kharisma Troposindo MakmAbadi, dan PT

Tanjung Nusa Persada adalah orang yang berbeda:

27.4 Bahwa sesuai dokumen asli penandatanganan suegtfilir Penata Karya
Keluarga Utama, Sdr. Alfian Noor sebagai direktwbang dan sesuai
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, direktubamg boleh

menandatangani surat-surat tanpa kuasa dari diretema;

27.5 Bahwa dalam evaluasi dokumen prakualifikasi asli MBudiindah
Muliamandiri telah melampirkan pengalaman pekerjaatara lain lanjutan
pengembangan Faspel Laut Labuhan Amuk Tahap |latemgai kontrak
sebesar Rp 23.266.425.000,00 (dua puluh tiga niligr ratus enam puluh

enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiahjnun dalam rekapitulasi
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27.6

SALINAN

evaluasi ada kesalahan penulisan pengalaman yaitlbgngunan Pelabuhan
Laut Teluk Tapang yang nilainya Rp 23.266.425.000(@ua puluh tiga

miliar dua ratus enam puluh enam juta empat rates guluh lima ribu

rupiah);

Bahwa dalam rekapitulasi evaluasi pengalaman PTimlah Muliamandiri
terdapat kesalahan penulisan nama pengalaman paamsa dalam
rekapitulasi evaluasi yang seharusnya adalah Emjpengembangan Faspel
Laut Labuhan Amuk Tahap Il dengan nilai kontrak B$266.425.000,00
(dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh enata gunmpat ratus dua puluh
lima ribu rupiah), sedangkan pengalaman PT Trigark&minindah adalah
pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai KontraknTlmak dengan nilai
total kontrak adalah sebesar Rp 33.495.254.108 fhidguh tiga miliar empat
ratus sembilan puluh lima juta rupiah dua ratusilipaluh empat ribu seratus

rupiah) dan tidak ada kesamaan pengalaman PT BladiiMuliamandiri dan

PT Triperkasa Aminindah;

28. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi ini, |dgor V (PT Kharisma

Troposindo Makmur Abadi), menyerahkan Tanggapahatap Laporan Dugaan

Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagkut {ide Bukti C29):-----

28.1

28.2

28.3

Bahwa perseroan terbatas PT Kharisma TropisindonMiakAbadi adalah
bukan dan/atau berbeda dengan perseroan terbatdbd?iEma Troposindo
Makmur Abadi dari aspek legalitas sebuah perses®bagaimana badan

hukum;

Bahwa perseroan terbatas PT Kharisma TropisindonMiakAbadi tidak

pernah mengikuti dan bukan peserta prakualifikaan didak pernah
mengajukan dan/atau menyerahkan dokumen penawalamn groses Tender
Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Rgumaa Pelabuhan
Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas PerhuduiGabupaten Kutai

Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009:

Bahwa perseroan terbatas PT Kharisma TropisindonMiakAbadi tidak
terkait dan tidak terafiliasi dengan perseroan aeh PT Kharisma

Troposindo Makmur Abadi sebagai Terlapor V terldigaan pelanggaran
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

SALINAN

dalam proses Tender Pekerjaan Pembangunan PelatuzhanSamboja,
Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan KotguBadi Dinas

Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantamur Tahun

Anggaran 2009;

28.4 Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum terseiaka tampak jelas
bahwa tidak terdapat relevansi Komisi Pengawasalgan Usaha (KPPU)
melakukan pemeriksaan terhadap perseroan terbatbd&isma Troposindo
Makmur Abadi terkait dugaan pelanggaran dalam grdsnder Pekerjaan
Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembanguradiuah Terpadu di

Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabnopakeitai

Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009;

Menimbang bahwa sampai pada tanggal 25 Juli 20ddagor Il (PT Tanjung Nusa
Persada)tidak menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Du@adenggaran,

sehingga hak yang bersangkutan dalam hal ini megjagir;

Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Paénda, Majelis Komisi
menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluandiaampaikan kepada Rapat

Komisi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadppran Hasil Pemeriksaan
Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakuRameriksaan Lanjutan
terhadap Perkara Nomor 09/KPPU-1/2011;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Korme&anjutnya Komisi
menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 54/KPPU/Pef20ll1 tanggal 25 Juli 2011
tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPE)1-1 (vide bukti A46); ----

Menimbang bahwa untuk melaksanakan PemeriksaamtiaanjKomisi menerbitkan
Keputusan Komisi Nomor 158/KPPU/Kep/VII/2011 tanigg@d Juli 2011tentang

Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisiap&@meriksaan Lanjutan
Perkara Nomor 09/KPPU-1/201¢%ide bukti A47);

Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nom@®/KPPU-1/2011
menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor/KR6K/Kep/VIII/2011
tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan PerkanaoNO9/KPPU-1/2011 yaitu
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35.

36.

SALINAN

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tkara terhitung sejak tanggal 3
Agustus 2011 sampai dengan tanggal 2 November @@ddbukti A51);--------------

Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikamPBeritahuan Pemeriksaan

Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan LanjutdikaR Surat Keputusan Majelis

Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, Slurat Panggilan Sidang
Majelis Komisi kepada para Terlaporide bukti A54, A55, A56, A57, A58, A9,

AB5, A66, A67, A68, AG9, A70);

Menimbang bahwa pada tanggal 3 Agustus 20Majelis Komisi melaksanakan

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaasi $BK Wijaya Karya), yang

pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informashagai berikut ide bukti

B6);

36.1

36.2

36.3

36.4

36.5

36.6

Bahwa PT Wijaya Karya mengajukan/mendaftar tendenun kemudian

dinyatakan gugur dikarenakan tidak melampirkan peaban dari

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Bahwa PT Wijaya Karya telah mengirimkan surat sahgigepada Panitia

yang kemudian juga telah dijawab oleh Panitia:

Bahwa kemudian PT Wijaya Karya melakukan sanggaitibhg, namun PT
Wijaya Karya tidak memonitoring proses sanggah antersebut karena
setelah melakukan pengecekan dokumen, memang baehama PT Wijaya

Karya tidak melampirkan dokumen pengesahan darigfgenian Hukum dan

Hak Asasi Manusia;

Bahwa PT Wijaya Karya tidak mengetahui mengenai dipan peserta
tender untuk melampirkan dokumen pengesahan dariek&rian Hukum

dan Hak Asasi Manusia; -----

Bahwa dalam proses tender ini yang mengikuti teratialah PT Wijaya
Karya pusat bukan PT Wijaya Karya Cabang Kalimaiiamur; ---------------

Bahwa PT Wijaya Karya tidak mengetahui mengenaigggman tender
dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laumbadf,

Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan KotguBadi Dinas
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37.

36.7

36.8

36.9

SALINAN

Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantamur Tahun

Anggaran 2009;

Bahwa PT Wijaya Karya tidak mengenal Panitia desefa tender lainnya; --

Bahwa dalam setiap tender yang terjadi di wilayalfirKantan Timur, kantor

cabang PT Wijaya Karya di Kalimantan Timur selakrdoordinasi dengan

PT Wijaya Karya pusat;

Bahwa PT Wijaya Karya tidak mengetahui kalau teatlageserta tender lain

yang tidak melampirkan surat pengesahan namun dialiaen evaluasi; --------

Menimbang bahwa pada tanggal 3 Agustus 20Majelis Komisi melaksanakan

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaasi $BK Hutama Karya) yang

pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informashagai berikut \ide bukti

B7);

37.1

37.2

37.3

37.4

37.5

37.6

Bahwa PT Hutama Karya mengetahui Tender Pekerjaamb&ngunan
Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan PelabuhandiiedieKecamatan
Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutairtatagara

Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 dari mediaamaMedia Indonesia;

Bahwa PT Hutama Karya pusat merekomendasikan kapadajer wilayah

PT Hutama Karya Kalimantan Timur untuk mengikutider tersebut;---------

Bahwa dalam tender ini PT Hutama Karya lulus tapiegkualifikasi namun

PT Hutama Karya tidak memasukkan dokumen penawafa:

Bahwa alasan PT Hutama Karya tidak memasukkan deRupenawaran
dikarenakan harga yang ditetapkan tidak sesuaiatehgrapan PT Hutama
Karya,

Bahwa biasanya PT Hutama Karya melakukan pendekag¢aghitungan
harga sekitar 90% (sembilan puluh persen) dari pdgu;

Bahwa PT Hutama Karya mengetahui pemenang TendderjRan
Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembanguradiurah Terpadu di
Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabopataitai

Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2008laddPT Budiindah

Muliamandiri dari pengumuman;
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

SALINAN

37.7 Bahwa PT Hutama Karya tidak mengenal pegawai atexsopil dari

perusahaan PT Budiindah Muliamandiri;

37.8 Bahwa PT Hutama Karya tidak mengetahui mengen&amNoor; ------------

Menimbang bahwa pada tanggal 22 Agustus 2BE]elis Komisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaani $lslasdawati), namun yang
bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Mai&isisi (vide bukti B8); -------

Menimbang bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 Majatimisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaarsi S&lfian Noor), namun

yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilajelMadlomisi {/ide Bukti B9);

Menimbang bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 Mal&dimisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaarsi §8kiripto Ferry), namun
yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilagelaKomisi (vide Bukti

B10);

Menimbang bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 Majatimisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaarsi S@kwi), hamun yang
bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Mal&isisi (vide Bukti B11); -----

Menimbang bahwa pada tanggal 13 September 2011liM&emis melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaani $lakHarun Nurasid, M.M.,
M.T., Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah ProvKaiimantan Selatan), namun
yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilagelaKomisi (vide Bukti
B12);

Menimbang bahwa pada tanggal 13 September 2011liM&emisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaasi ek Otoy Usman, S.H.,
M.M., Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai &@tara), yang pada
pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebdogaikut (vide Bukti B13): --

43.1 Bahwa H. Otoy Usman, S.H., M.M. tidak mengetahuingenai Tender
Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Rgumaa Pelabuhan
Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhudniiabupaten Kutai
Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 208@réinakan menjabat

sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutaiak@gara sejak
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43.2

43.3

43.4

43.5

43.6

43.7

43.8

SALINAN

tanggal 5 Oktober 2009, sebelumnya adalah Kepaldamalitbang

Kabupaten Kutai Kartanegara;

Bahwa H. Otoy Usman, S.H., M.M. baru mengetahuigeeai permasalahan
dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laumbadf,
Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan KotguBadi Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantamur Tahun
Anggaran 2009 yang dimenangkan oleh PT BudiindatinMundiri setelah

mendapat surat panggilan dari Komisi Pengawas irgesaUsaha;------------

Bahwa setelah mendapat surat panggilan dari KoResigawas Persaingan
Usaha, H. Otoy Usman, S.H., M.M. memanggil stafgyparnama Purwanto
selaku ketua Panitia dan Deny selaku manajer PTilladh Muliamandiri

wilayah Samarinda;

Bahwa tidak ada permasalahan terkait pelaksanaayelpr pekerjaan
Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, PembangurauPah Terpadu di
Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabnopakeitai

Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009;

Bahwa selain Komisi Pengawas Persaingan Usaha, eTeRekerjaan
Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembanguraduah Terpadu di
Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabopataitai

Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 20@@minasalahkan juga

oleh Kepolisian Republik Indonesia;

Bahwa H. Otoy Usman, S.H., M.M. tidak pernah betdmgan dengan PT

Budiindah Muliamandiri untuk memenangkan PT Budihduliamandiri; --

Bahwa H. Otoy Usman, S.H., M.M. tidak pernah meg@emtau mengetahui

apabila harga dalam dokumen penawaran telatmatk up sehingga harga

menjadi lebih mahal;

Bahwa H. Otoy Usman, S.H., M.M. tidak pernah meiatlegm laporan
tentang adanya tekanan kepada Panitia dari pihak terkait Tender
Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Rgumaa Pelabuhan
Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas PerhuduiiGabupaten Kutai

Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009;
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44,

43.9

43.10

43.11

43.12

43.13

43.14

SALINAN

Bahwa ketika H. Otoy Usman, S.H., M.M. menjaletagai Kepala Dinas

Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, proyekbpegunan sedang

berlangsung;

Bahwa H. Otoy Usman, S.H., M.M. tidak mengetahengenai kejanggalan
yang terjadi dalam pemenang tender yang diusulkeh Banitia, karena
ketika serah terima jabatan proses tender telasaelSetelah ada panggilan
dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha, H. Otoy WsrgaH., M.M.

memanggil staf yang kemudian menjelaskan bahwd tededapat dugaan

terjadinya persekongkolan;

Bahwa H. Otoy Usman, S.H., M.M. juga memanggil kaktor atau
pemenang tender yaitu Denny. Pada kesempatan itmyDeenjelaskan
bahwa perusahaan pemenang tender telah mengilagegprtender sesuai

aturan yang ditetapkan oleh Panitia;

Bahwa H. Otoy Usman, S.H., M.M. tidak mengetabaoiang Alfian Noor; --

Bahwa sepengetahuan H. Otoy Usman, S.H., M.M. itiRaelah memiliki

kompetensi dalam bidang pengadaan barang dikanent#tah memiliki

sertifikat;

Bahwa Pengguna Anggaran tidak memiliki wewenangulumhenentukan
pemenang tender, Pengguna Anggaran hanya memikkvewang untuk

melakukan pengawasan. Pengguna Anggaran juga hiddiak melakukan

intervensikepada Panitia terkait proses tender;

Menimbang bahwa pada tanggal 15 September 201 EliM&omisi melaksanakan

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaasi 8K Asuransi Parolamas

Cabang Samarinda), yang pada pokoknya Majelis Kom&mperoleh informasi

sebagai berikutvfde Bukti B14): -----

44.1

Bahwa yang dijaminkan dalarsurety bondadalah jaminan penawaran,

jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka dan janpeareliharaan. Dalam

produk surety bond asuransi, nasabah hanya membayar premi sesuai

ketentuan yang ditentukan oleh perusahaan asusmtsingkan pada garansi
bank disamping membayar uang jasa nasabah harushayamkoletral

sebesar dengan nilai yang dijaminkan. Hal tersepamg kemudian
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44.2

44.3

44.4

44.5

44.6

SALINAN

menyebabkan nasabah lebih sering menggunakasyasty bonddari pihak

asuransi daripada garansi bank;

Bahwa apabila terdapat nilai pagu dari Panitiatael®p 46.000.000.000,00
(empat puluh enam miliar rupiah) jaminan penawaramng diajukan adalah
1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persenhitkrproyek, setelah
mendapatkan angka persentase dari nasabah malsalp@asn asuransi akan
menanyakan mengenai detail dari pekerjaan yangnaij@n seperti jenis

proyek dan jangka waktu proyek;

Bahwa memang benar PT Asuransi Parolamas Cabangri@de menjamin
senilai Rp 468.000.000,00 (empat ratus enam publdpdn juta rupiah) pada
Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut SanfPejbangunan
Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di DiRashubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur TabAmggaran 2009
senilai Rp 46.000.000.000,00 (empat puluh enamamilipiah); ----------------

Bahwa nomor penerbitasurety bondbisa saja berurutan karena yang
melakukan pengurusan mengenai hal tersebut adaleb freelanceSebagai
penjelasannya, PT Asuransi Parolamas mendapat pdsaiko dari kantor
pusat, dari 1 (satu) sampai dengan 50 (lima pudlikiyim ke Bontang, 50
(lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) dikirimBedikpapan. Jadi yang
100 (seratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) digedaSamarinda, ketika
kemudian stok blanko di Bontang dan Balikpapan $alaisti minta nomor

blanko ke Samarinda, sehingga untuk nomor blanka baja berurutan tapi

nomor penerbitannya tidak;--

Bahwa tidak dimungkinkan pengurusanrety bonddilakukan oleh satu

orang yang sama dikarenakan ada yang mengurusuirséds freelancean

ada kontraktor yang melakukan pengurusan sendi:

Bahwa pada saat pengurusamety bondada pencatatan yang dilakukan oleh
Sukri selakuFreelance Agentnamun Sukri sudah tidak bekerja lagi di PT
Asuransi Parolamas, sedangkan PT Budiindah Muliginamelakukan
pengurusan sendiri melalui staf perusahaan namungenai identitas pihak

yang melakukan pengurusan tidak dicatat;
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45.

46.

47.

48.

49.

SALINAN

44.7 Bahwa syarat untuk mendapatkanrety bondadalah surat permohonan
bermaterai, pernyataan ganti rugi, pembayaran psehtiiar 0,75% (nol koma
tujuh puluh lima persen) sampai dengan 1% (satsepgr Untuk surat

permohonan dan surat pernyataan ditandatangani ditektur atau wakil

direktur yang telah dikuasakan oleh direksi peraaah

44.8 Bahwa PT Asuransi Parolamas Cabang Samarinda tidaigetahui kalau
terdapat kuasa usaha dalam pengajamety bondpada Tender Pekerjaan
Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, PembangurauPah Terpadu di

Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabnopakeitai

Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009;

Menimbang bahwa pada tanggal 15 September 201 EliM&omisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda PemeriksaansiS8RT Gunakarya
Nusantara), namun yang bersangkutan tidak hadir enem panggilan Majelis
Komisi (vide Bukti B15);

Menimbang bahwa pada tanggal 15 September 201 EliM&omisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda PemeriksaarsiS#@ldi Wijaya, Kepala
Cabang PT Penata Karya Keluarga Utama Samarinda)um yang bersangkutan

tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komigide Bukti B16);

Menimbang bahwa pada tanggal 20 September 201 EliM&omisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaasi $lakHarun Nurasid, M.M.,
M.T., Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah ProvKaiimantan Selatan), namun
yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilagelaKomisi (vide Bukti
B17);

Menimbang bahwa pada tanggal 3 Oktober 2011, Majébmisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaaradar | (PT Budiindah
Muliamandiri), namun yang bersangkutan tidak haé@menuhi panggilan Majelis
Komisi (vide Bukti B18);

Menimbang bahwa pada tanggal 3 Oktober 2011, Majebmisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaalagdar Il (PT Tanjung Nusa
Persada), namun yang bersangkutan tidak hadir mégmpanggilan Majelis Komisi
(vide Bukti B19);
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SALINAN

50. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Oktober 2011, Majebmisi melaksanakan

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaamagdar Il (PT Triperkasa

Aminindah) yang pada pokoknya Majelis Komisi mengbehn informasi sebagai

berikut {/ide Bukti B20):

50.1

50.2

50.3

50.4

50.5

50.6

50.7

Bahwa pada awalnya staf PT Triperkasa Aminindalmgyaernama Samsul
Arif menerima formulir dari orang untuk melakukamnglaftaran tender,
kemudian setelah formulir tersebut diisi lalu didé@n kepada orang yang
memberikan tersebut. Sesudah itu tidak ada undamgaipun pemberitahuan

dari Panitia untuk mengikuti proses tender selaggit

Bahwa dalam dokumen prakualifikasi PT Triperkasa ifindah yang

menandatangani daftar hadir adalah Suripto, naramyadta Suripto bukan

merupakan staf PT Triperkasa Aminindah;

Bahwa dalam dokumen tender yang mendantanganihadalan Gunawan

selaku Direktur Utama, namun setelah diklarifikkspada Amin Gunawan

tanda tangan tersebut bukan merupakan tanda tayayann

Bahwa menurut PT Triperkasa Aminindah dokumen pabkfikasi bisa

dikirim melalui surat pengantar atau tanpa suragpatar baik melalui kurir
maupun ekspedisi tergantung ketentuan dari Parsgajentara itu untuk
bukti tanda terima PT Triperkasa Aminindah tidakngetahui prosedurnya; -

Bahwa tidak ada perintah dari Direktur Utama PTpérkasa Aminindah

untuk mendaftarkan PT Triperkasa Aminindah meledian yang lain; -------

Bahwa Direktur Utama PT Triperkasa Aminindah tidakengenal R
Gunawan yang dalam dokumen adalah perwakilan da&ri TRperkasa

Aminindah;

Bahwa setelah mendapat panggilan dari Komisi Peagdersaingan Usaha
Direktur Utama PT Triperkasa Aminindah telah merakay kepada Samsul
Arif, namun Samsul Arif tidak mengetahui mengedagaan pelanggaran

yang dimaksud oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaleaa Samsul Arif

hanya mengisi formulir prakualifikasi saja;
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50.8 Bahwa pada saat pendaftaran prakualifikasi ters&€brgktur Utama PT
Triperkasa Aminindah tidak memberikan kuasa kep&@dmsul Arif untuk
mengikuti Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhant BSamboja,
Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan KotguBadi Dinas

Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantamur Tahun

Anggaran 2009;

50.9 Bahwa PT Triperkasa Aminindah mendapatkan formpilakualifikasi dari
orang yang sampai sekarang tidak diketahui idesmiytz;

50.10 Bahwa Direktur Utama PT Triperkasa Aminindah tisa&ngetahui siapakah
yang membuat dokumen penawaran PT Triperkasa Adahirdikarenakan
PT Triperkasa Aminindah tidak pernah menerima ugdan atau

pemberitahuan dari Panitia terkait kelulusan prhfkiasi;

50.11 Bahwa Direktur Utama PT Triperkasa Aminindah memufkan bahwa
dokumen penawaran milik PT Triperkasa Aminindah upakan dokumen

palsu;

50.12 Bahwa PT Triperkasa Aminindah tidak memiliki kantabang di Samarinda;

Menimbang bahwa pada tanggal 3 Oktober 2011, Majebmisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaamagdar V (PT Kharisma
Troposindo Makmur Abadi), namun yang bersangkutalakt hadir memenuhi

panggilan Majelis Komisiide Bukti B21);

Menimbang bahwa pada tanggal 3 Oktober 2011, Majbmisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaalafdar |V (PT Penata Karya
Keluarga Utama), yang pada pokoknya Majelis Komigmperoleh informasi
sebagai berikutvfde Bukti B22):

52.1 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama telah menyi&amptanggapan atas
laporan dugaan pelanggaran dan menyatakan bahwanmgedilakukan oleh
kantor cabang PT Penata Karya Keluarga Utama Sadsardan Direktur
Utama PT Penata Karya Keluarga Utama kurang metakikntrol terhadap
kantor cabang PT Penata Karya Keluarga Utama Sadaari
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52.2 Bahwa sejak kantor cabang PT Penata Karya Keludigana Samarinda
dibuka hingga sekarang, Direktur Utama PT Penatye&KKeluarga Utama
belum bisa menghubungi orang yang ditunjuk olehtd&apusat PT Penata

Karya Keluarga Utama sebagai kepala cabang PT &dfmtya Keluarga

Utama Samarinda yaitu Alfian NH;

52.3 Bahwa terkait pendaftaran PT Penata Karya Keluéhgana dalam tender
pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Rguntzan Pelabuhan
Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhudniiabupaten Kutai

Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 200@ktilain adalah di

bawah tanggung jawab Alfian NH;

52.4 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama hanya mengebalhwa Alfian
NH adalah anak buah dari Adi Wijaya dan keberadsdirWijaya pun tidak
diketahui;

Menimbang bahwa pada tanggal 4 Oktober 2011, Majbmisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaasi $8K Darma Subur Satya),
namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi pEmdiajelis Komisi yide

Bukti B23);

Menimbang bahwa pada tanggal 4 Oktober 2011, Maj¢bmisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaasi $8K Nindya Karya), yang
pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasagai berikut\Wide Bukti

B24);

54.1 Bahwa PT Nindya Karya mengetahui PT Nindya Karyangileiti tender
pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Rguntzan Pelabuhan
Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhuduigabupaten Kutai
Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 20Q@dsarkan informasi

dari staf teknik PT Nindya Karya cabang Samarinaiagybernama Syamsul; -

54.2 Bahwa PT Nindya Karya memiliki satu kantor caband¢fa@imantan Timur
yang memiliki sekitar 20 (dua puluh) pegawai dim&yamsul merupakan

staf teknik dengan status kepegawaian adalah peg&w@irak yang

bertanggung jawab kepada kantor cabang;
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Bahwa PT Nindya Karya tidak mengetahui pesertageyang lain; -----------

Bahwa PT Nindya Karya belum pernah mengikuti tendir Kutai

Kartanegara sebelumnya;

Bahwa ketika ada pengumuman tender pekerjaan Pegubam Pelabuhan
Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu dim&taa Kota Bangun
di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegaréimiéatan Timur
Tahun Anggaran 2009, PT Nindya Karya mendaftar damasukkan
dokumen prakualifikasi namun pada saat pengumunrakualifikasi PT
Nindya Karya dinyatakan gugur dan PT Nindya Karigk mengetahui

mengenai alasan pengguguran perusahaannya;

Bahwa pada saat prakualifikasi, dokumen akta pba#a masih berupa

salinan¢opy,

Bahwa PT Nindya Karya pada proses tender sebelundeygan alasan

permasalahan akta perusahaan;
Bahwa PT Nindya Karya tidak tergabung dalam asodig&amarinda; --------

Bahwa dalam tender pekerjaan Pembangunan Pelabidain Samboja,
Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan KotguBadi Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantamur Tahun
Anggaran 2009 ini, PT Nindya Karya tidak menerimaas dari Panitia

mengenai gugurnya perusahan kami;

54.10 Bahwa PT Nindya Karya tidak mengenal Alfian NH deth Wijaya,; ----------

Menimbang bahwa pada tanggal 5 Oktober 2011, Majebmisi melaksanakan

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan (8dtya Budi Arijanta,

Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Deputi Bitdarkum dan Penyelesaian

Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasariftaim, yang pada

pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebdogmikut (vide Bukti B25); --

55.1

Bahwa Setya Budi Arijanta merupakan tim penyusumazt pengadaan
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000, Keputusasiden Nomor 80

Tahun 2003, dan Peraturan Presiden Tahun 201-1:
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55.5
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Bahwa menurut Setya Budi Arijanta, sesuai KeputuBeesiden Nomor 80
Tahun 2003 pernyataan tidak masuk daftar hitanmktjgerlu dicantumkan
dalam dokumen yang terpisah karena di belakangularisian prakualifikasi

terdapat keterangan bahwa peserta tender membetidanyang sebenar-
benarnya. Meskipun memang ada panitia tender yasginta agar surat
pernyataan tersebut dilampirkan secara terpisahunanenurut Setya Budi
Arijanta apabila dalam formulir prakualifikasi stdamencantumkan
informasi mengenai daftar hitam dan kemudian péasa tidak

melampirkan surat pernyataan tidak masuk daftamhitmaka hal tersebut

tidak bisa menjadi alasan penguguran dokumen pliikaai perusahaan; ----

Bahwa hal yang dapat mengugurkan dokumen prakiasifiadalah apabila
Syarat-syarat yang dicantumkan dalam isian formptaikualifikasi tidak
dipenuhi, misalnya ijin usaha sudah tidak berldk@mampuan dasar tidak
memenuhi ketentuan, tidak memiliki tenaga ahli, @m-lain, namun apabila
terdapat kekurangan dalam isian formulir prakuadsi pada saat pemasukan
dokumen prakualifikasi, panitia tender wajib menifaéu kepada peserta

tender untuk melengkapinya;

Bahwa jangka waktu pengumuman hingga evaluasi dekupmakualifikasi
minimal adalah 7 (tujuh) hari kerja, dalam jangkakw tersebut apabila

ditemukan dokumen yang tidak lengkap, panitia bismberitahukan kepada

peserta tender untuk melengkapi dokumen;

Bahwa setelah melihat dokumen yang ditunjukkan dfefestigator, Setya
Budi Arijanta melihat terdapat kesalahan prosedkarénakan jangka waktu
untuk memasukkan dokumen prakualifikasi hanya 1u)shari pada jam

tertentu sehingga peserta tender tidak memilikekgsatan untuk melengkapi

dokumen apabila ditemukan dokumen yang tidak lepgka

Bahwa Setya Budi Arijanta melihat dalam dokumendéen pekerjaan
Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, PembanguraouPah Terpadu di
Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabopataitai

Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009dak terdapat masa

sanggah prakualifikasi, mengingat tender ini mednililai yang cukup tinggi
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seharusnya terdapat proses sanggah prakualifilasiagabila melihat dari

kronologis jadwal pengadaan seharusnya tendeitatalkan; ------------------

Bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa iRt&herselalu
mendorong kepada panitia tender untuk melakukamgukan barang/jasa
dengan metode paskakualifikasi karena dengan mepaddkakualifikasi
peluang terjadinya pengaturan tender kecil dangsrasenjadi lebih cepat,
yang menggunakan metode prakualifikasi adalah peeryang bernilai di
atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiatau memerlukan
teknologi tinggi atau memiliki resiko tinggi, daremurut Setya Budi Arijanta
tender pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut SamBejabangunan
Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di DiRashubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur TabAmggaran 2009
menggunakan metode paskakualifikasi karena nilaimya bawah Rp
50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Bahwa menurut Setya Budi Arijanta dalam proses gekan dokumen
prakualifikasi dokumen prakualifikasi dapat diantaelalui pos dan tanda
terima akan dibuat oleh panitia tender dan dicddéitdm berita acara evaluasi

prakualifikasi. Apabila diantar maka pengantar doka prakualifikasi tidak

memerlukan surat kuasa; -----

Bahwa dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2i0@B mengatur
tentang apabila dalam proses pendaftaran, pengamidbkumen dan
pemasukuan dokumen dilakukan oleh satu orang yang,snamun untuk
melakukan antisipasi akan adanya pengaturan temagka dilakukan

pengecekan, sehingga apabila ditemukan kesamaaméokmaka dokumen

tersebut patut untuk dicurigai;

Bahwa terkait garansi bank atau jaminan asuransiagse jaminan
penawaran, tidak terdapat mana yang lebih baik mt@a yang lebih buruk.
Pada dasarnya adalah asli dan bisa dicairkan, uasukansi sebaiknya
dilakukan pengecekan apakah terdaftar di KememteKauangan yang
kemudian telah dibagi dalam beberapa kategori asuseperti konstruksi,

barang dan jasa lainnya. Apabila ditemukan jamasuransi dari perusahaan
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asuransi non konstruksi maka jaminan penawaranelets tidak
diperbolehkan sedangkan untuk bank yang diperbalebklalah bank umum;

55.11 Bahwa apabila ditemukan tanda tangan yang samanddlza dokumen
perusahaan yang berbeda panitia hendaknya melaklgwfikasi mengenai
kebenaran dokumen tersebut, kalau ternyata terdagtikasi penawaran yang

mencerminkan persaingan usaha tidak sehat makatigpaméndaknya

membatalkan lelang;

55.12 Bahwa tidak terdapat format baku jadwal pelaksanpekerjaan, jadwal
pelaksanaan pekerjaan bebas ditentukan oleh massmyg perusahaan,
apabila ditemukan format jadwal pelaksanaan peienang sama antara dua

perusahaan atau lebih maka hal tersebut patut aintukigai; -------------------

Menimbang bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011, Maldmisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaataf@r VI (Panitia Tender
pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Rgumaza Pelabuhan Terpadu
di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan KaiempKutai Kartanegara
Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009), yang padkokoya Majelis Komisi

memperoleh informasi sebagai berikuté Bukti B26):

56.1 Bahwa metode yang digunakan dalam tender pekerambangunan
Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan PelabuhandiiedieKecamatan
Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutairtakagara
Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 adalah prakkasi sesuai

instruksi kepala dinas yang menyebutkan bahwa ekerini adalah

pekerjaan spesifik;

56.2 Bahwa Panitia pernah mengikuti pelatihan pengadsmang dan jasa, dan

telah memiliki sertifikat pengadaan;

56.3 Bahwa berdasarkan surat dinas dari Kepala Dinasdete pekerjaan
Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembanguraduah Terpadu di
Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabnopakeitai

Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009ersifat spesifik; ---

56.4 Bahwa Panitia baru pertama kali menangani tendegate nilai di atas Rp
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
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Bahwa menurut Panitia definisi kompleks atau spesiilam pemilihan
metode pengadaan barang dan jasa adalah pekegsmiout hanya dapat

dikerjakan dengan peralatan teknologi tinggi daw/atpersonil yang

memenuhi kualifikasi tertentu;

Bahwa Panitia hanya melakukan pengecekan admiifisttarhadap
perusahaan yang mengikuti proses pengadaan, tidédknkan pengecekan

terkait kualitas perusahaan;

Bahwa Panitia melalui bagian pendaftaran melakugengecekan terkait
keabsahan dokumen pada saat proses pendaftaraandesu@ melihat akta
perusahaan asli dan Sertifikat Badan Usaha asli atgpy yang telah

dilegalisasi yang ditunjukkan oleh peserta tender;

Bahwa tidak terdapat proses klarifikasi di prosekpalifikasi, Panitia hanya

melakukan pengecekan kelengkapan dokumen;

Bahwa proses pengumuman, pengambilan dokumen daaisp&an dokumen
prakualifikasi adalah 14 (empat belas) hari, shteld (empat belas) hari
Panitia melakukan pengecekan kelengkapan dokumpabila terdapat

dokumen yang tidak lengkap maka dokumen prakuakfikersebut kami

gugurkan;

Bahwa pada saat prakualifikasi Panitia tidak meikbarkesempatan kepada
peserta tender untuk melengkapi karena sepengetdPamaitia hal tersebut

dapat dilakukan mengingat hal yang sering terjathgangan adalah peserta

tender memasukkan dokumen prakualifikasi di haaikiieir;

Bahwa pada saat prakualifikasi Panitia menggugupeserta tender, namun
setelah dipelajari seharusnya pada saat pengedsamen prakualifikasi
panitia tender tidak bisa mengugurkan peserta tedde dikarenakan hal

tersebut sudah terlanjur terjadi, Panitia tetap amjatkan proses tender

tersebut;

Bahwa dalam dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RE&Sjitia tidak
mencantumkan harus melampuirkan surat pengesalianpakusahaan dari

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam ad@tuRencana Kerja
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56.18
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56.20
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dan Syarat hanya berbunyi bahwa peserta tendes melampirkancopy

akta perusahaan;

Bahwa Panitia tidak memiliki kesempatan untuk menkbe informasi
kepada peserta tender bahwa terdapat dokumen [ifidasa yang tidak
lengkap dikarenakan peserta tender memasukkan dokuymakualifikasi

pada hari terakhir pemasukan dokumen prakualifikasi

Bahwa Panitia melakukachecklistdokumen yang dilakukan oleh internal

Panitia dan bersifat tertutup;

Bahwa ketika Panitia menggugurkan peserta tendeta psaat proses

prakualifikasi terdapat peserta tender yang melakiganggah dan kemudian

Panitia menjawab sanggahan tersebut;

Bahwa pada sa#®anwijzingtidak ada upaya dari Panitia untuk memastikan

bahwa yang hadir pada saednwijzingadalah benar berasal dari perusahaan

yang dimaksud;

Bahwa menurut Panitia pemasukan dokumen penawiasarditakukan oleh
siapa saja, persyaratan untuk menunjukkan surasakdi@rektur dan akta
perusahaan asli atawopy yang telah dilegalisasi, terdapat pada saat proses

pendaftaran;

Bahwa terkait dengan adanya perusahaan yang me&agatalak merasa
mengikuti proses tender sementara perusahaan uernedds prakualifikasi,
maka menurut Panitia hal tersebut menunjukkan tedghdi pemalsuan dan

hal tersebut bukan merupakan wewenang Panitia:

Bahwa Panitia mengundang perusahaan yang lolosugifikasi untuk
menghadiri Aanwijzing melalui telepon sesuai yang tercantum dalam

dokumen prakualifikasi atau daftar hadir pemasua@umen prakualifikasi;

Bahwa Panitia mengenal PT Budiindah Muliamandirielsén dilakukan

pemanggilan terkait penetapan calon pemenang:

Bahwa Panitia sempat ditawari akan diberikan ualeh &epala Dinas
Perhubungan namun hal tersebut tidak jadi dilakudkarenakan bank tutup

dan terdapat surat sanggah dari peserta tendet:
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56.22 Bahwa Panitia beranggapan selama proses prakaalifikdak terdapat

pengaturan tender, namun Panitia tidak mengetalpsbila terdapat

pengaturan tender setalah proses kelulusan préikasij

56.23 Bahwa Panitia beranggapan apabila terdapat kesahwga satuan dalam

dokumen penawaran maka dapat dikatakan bahwa doktersebut disusun

secara bersama-sama,;

56.24 Bahwa Panitia mengakui ada semacam bentuk intandams perusahaan

pada saat pengumuman tender agar dapat membantsalpaan tersebut
meskipun pada kenyataannya Panitia tidak pernahbmekan bantuan yang

dimaksud:;

Menimbang bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011, Majdmisi melaksanakan

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaagi $lakHarun Nurasid, M.M.,

M.T., Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah ProvKaiimantan Selatan), namun

yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilajelaKomisi (ide Bukti

B27);

Menimbang bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011, IMamisi melakasakan

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaanri §8K Prambanan Dwipaka),

yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh infasmsebagai berikutvide

Bukti B28):

58.1

58.2

58.3

Bahwa PT Prambanan Dwipaka mendaftar dan mengibatkualifikasi
tender pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut SamBejabangunan
Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di DiRashubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur TabAmggaran 2009,

setelah itu PT Prambanan Dwipaka tidak mendapatkarmasi dari Panitia

apakah lulus prakualifikasi atau tidak;

Bahwa PT Prambanan Dwipaka mengetahui jadwal tedder dokumen

prakualifikasi namun dalam dokumen tersebut tidelcantum mengenai

waktu pengumuman hasil evaluasi prakualifikasi:

Bahwa yang memasukkan dokumen PT Prambanan Dwipdddah kantor
cabang PT Prambanan Dwipaka Kalimantan Timur damg y@elakukan
pendaftaran adalah Edy Wahyudi;
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Bahwa PT Prambanan Dwipaka memasukkan dokumen giifiasi sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia:

Bahwa dalam dokumen prakualifikasi PT PrambananpBka melampirkan

berita acara serah terima pekerjaan yang telaksditekan;

Bahwa PT Prambanan Dwipaka pernah datang ke DirmabuBungan
Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menanyakan memgeengumuman
evaluasi prakualifikasi, nhamun pada saat itu membaetum waktunya

evaluasi prakualifikasi diumumkan sehingga Panitienjawab belum ada

pengumuman;

Bahwa menurut sepengetahuan PT Prambanan Dwipakeiskeputusan
Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tender yang mengganakatode
prakualifikasi adalah tender dengan nilai di at@s5R.000.000.000,00 (lima
puluh miliar), namun kemudian pada tender pekerj@embangunan
Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan PelabuhandiiedieKecamatan
Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutairtakagara
Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 yang berni&i bawah Rp
50.000.000.000,00 (lima puluh miliar), PT PrambanBwipaka tidak

menanyakan hal tersebut kepada Panitia;

Bahwa PT Prambanan Dwipaka tidak mendapatkan pefates dalam

mengikuti proses prakualifikasi;

Bahwa PT Prambanan Dwipaka tidak pernah dihubulgdi peserta tender
yang lain terkait tender pekerjaan PembangunanbB®esa Laut Samboja,
Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan KotguBadi Dinas

Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantamur Tahun

Anggaran 2009;

Bahwa PT Prambanan Dwipaka belum pernah melakulekerjpan di

Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur:;

Menimbang bahwa pada tanggal 29 November 2011, lisldemisi melaksanakan

Sidang Majelis Komisi dengan agenda PemeriksaahB\&ti berupa surat dan/atau

dokumen yang diajukan oleh Pihak Investigator daalTerlapor;
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Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkari-alat bukti berupa surat
dan/atau dokumen yang diajukan oleh Pihak Investiggebagai berikut: --------------

60.1 Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa DirasgBegan Tahun 2009
(vide bukti C2);

60.2 Kronologis TenderJide bukti C19);
60.3 Dokumen penawaran PT Tanjung Nusa Persada ljukti C12); --------------
60.4 Dokumen penawaran PT Penata Karya Keluarga Utaigal{ukti C13); -----

60.5 Dokumen penawaran PT Kharisma Tropisindo Makmur dhlfaide bukti
C14);

60.6 Dokumen penawaran PT Triperkasa Aminindatigbukti C15); --------------

60.7 Surat Perjanjian Kontrakide bukti C16);

60.8 Dokumen tender pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Bamboja,
Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan KotguBadi Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantamur Tahun
Anggaran 2009vide bukti C10);

60.9 Berita Acara Penyelidikan PT Budiindah Muliaman@de bukti B4); -------
60.10 Dokumen prakualifikasi PT Gunakarya Nusantardgbukti C9); -------------
60.11 Dokumen prakualifikasi PT Penata Karya Keluargamitdvide bukti C7); ---
60.12 Dokumen prakualifikasi PT Triperkasa Aminindaidg bukti C6); ------------

Menimbang bahwa Terlapor | (PT Budiindah Muliamandidak mengajukan alat-

alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepadaligl&omisi;

Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkart-alat bukti berupa surat
dan/atau dokumen yang diajukan oleh Pihak Terl#p@T Triperkasa Aminindah)

sebagai berikut:
62.1 Dokumen penawaran harga PT Triperkasa Aminindate pukti C15)--------

Menimbang bahwa Terlapor 11l (PT Tanjung Nusa Pdapdidak mengajukan alat-

alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepadaligl&omisi;
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64.

65.

66.

67.

SALINAN

Menimbang bahwa Terlapor IV (PT Penata Karya KeaarUtama) tidak

mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan ataurden kepada Majelis Komisi;---

Menimbang bahwa Terlapor V (PT Kharisma Troposimdakmur Abadi) tidak

mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan ataurden kepada Majelis Komisi;---

Menimbang bahwa Terlapor VI (Panitia tender pekarj?embangunan Pelabuhan
Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu din&taa Kota Bangun di
Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara kaliem Timur Tahun
Anggaran 2009) tidak mengajukan alat-alat buktiuparsurat dan atau dokumen

kepada Majelis Komisi;

Menimbang bahwa pada tanggal 1 Desember 2011, isldfeimisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaani $lakHarun Nurasid, M.M.,
M.T., Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provikalimantan Selatan), yang
pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasbagai berikut\ide bukti

B30);

67.1 Bahwa Ir. Harun Nurasid, M.M., M.T. saat ini mergabsebagai Bupati
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantanlat8e yang
sebelumnya pada bulan Februari 2009 sampai dengaterSber 2009

menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan KabuldatanKartanegara, -

67.2 Bahwa pada saat tender pekerjaan Pembangunan RFatabaut Samboja,
Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan KotguBadi Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantamur Tahun

Anggaran 2009 berlangsung, Ir. Harun Nurasid, MNMIT. menjabat sebagai

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartaaeear

67.3 Bahwa pada saat menjabat sebagai Kepala Dinas Rean Kabupaten
Kutai Kartanegara, panitia tender pekerjaan Pembsay Pelabuhan Laut
Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di KecardatanBangun di
Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara kalian Timur Tahun
Anggaran 2009 sudah terbentuk dan program sudghldersejak tahun
2008, yang membentuk panitia adalah Kepala DinasuBengan Kabupaten

Kutai Kartanegara sebelum Ir. Harun Nurasid, M.M.T. yaitu Muhammad

Bogel;
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67.4

67.5

67.6

67.7

67.8

67.9

67.10

67.11

67.12

67.13

SALINAN

Bahwa pada saat Ir. Harun Nurasid, M.M., M.T., rabaj sebagai Kepala
Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, Moied Bogel

menjabat sebagai staf ahli di Dinas Pekerjaan Uraufr;

Bahwa menurut Ir. Harun Nurasid, M.M., M.T. memangrdapat

permasalahan dalam hal kompetensi Panitia dalaamiteknik;---------------

Bahwa menurut Ir. Harun Nurasid, M.M., M.T. alagaenunjukan Panitia
adalah sesuai dengan jabatan. Kemudian untuk meémbapnses tender
adalah kepala bidang yang juga menjabat sebagaakp@ngguna anggaran
yaitu Kusuma Kandar yang memiliki keahlian konssiukdi Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, namum&atidak memiliki

sertifikat pengadaan Kusuma Kandar tidak menjadidvedari Panitia; -------

Bahwa peran Ir. Harun Nurasid, M.M., M.T., dalamder ini adalah sebatas

memberikan motivasi dan mengarahkan Panitia agasepr pengadaan

barang/jasa berjalan sesuai dengan ketentuar:

Bahwa peran Ir. Harun Nurasid, M.M., M.T. sebagandgyuna Anggaran

dalam tender ini adalah membentuk, memproses damboed surat kepada

Panitia untuk melaksanakan proses tender;

Bahwa Ir. Harun Nurasid, M.M., M.T. mengetahui g@amasalahan ketika

ada sanggahan dari salah satu rekanan pada salgdekarjaan; ---------------

Bahwa Ir. Harun Nurasid, M.M., M.T. tidak pernah ndapatkan laporan

mengenai adanya pemalsuan dokumen;

Bahwa menurut Ir. Harun Nurasid, M.M., M.T. perniaban yang terjadi
adalah ketidaktelitian/kelalaian Panitia melihattadaekanan dan diakui
bahwa Panitia memiliki keterbatasan waktu sehingggkerjaan yang
dilakukan dalam waktu yang terbatasa dan terburu-bdapat menimbulkan

permasalahan;

Bahwa Ir. Harun Nurasid, M.M., M.T. telah memandgipala bidang, kepala

seksi dan konsultan agar dapat membantu kerjaigarit

Bahwa Ir. Harun Nurasid, M.M., M.T. belum pernahmgenal PT Budiindah

Muliamandiri;
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69.
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67.14 Bahwa tidak ada perintah dari Muhammad Bogel untuklakukan
pengaturan dalam tender pekerjaan PembangunanuRetalhaut Samboja,
Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan KotguBadi Dinas

Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantamur Tahun

Anggaran 2009 ini;
67.15 Bahwa Ir. Harun Nurasid, M.M., M.T. tidak mengeA#fian Noor Hadi; -----

67.16 Bahwa Ir. Harun Nurasid, M.M., M.T., bertanggunggow atas tender
pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Rguntzan Pelabuhan
Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhudniiabupaten Kutai

Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009:

67.17 Bahwa apabila kemudian ditemukan permasalahan dtdader pekerjaan
Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, PembanguraouPah Terpadu di
Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabnopakeitai
Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2008karsecara hierarki

jabatan Ir. Harun Nurasid, M.M., M.T. bertangguagb;

Menimbang bahwa pada tanggal 8 Desember 2ME]elis Komisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahann{esan Hasil Persidangan

yang diajukan baik dari pihak Investigator maupimak Terlapor ¥ide bukti B31); -

Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimptiasil Persidangan yang
pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikdepukti C34):

69.1 Tentang identitas Terlapor V (PT Kharisma TropositMbkmur Abadi); -----

69.1.1 Bahwa investigator melakukan beberapa koreksi tiephadentitas

Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abad#y—----------

69.1.2 Bahwa terdapat kesalahan pengetikan nama Terlapor RT
Kharisma Troposindo Makmur Abadi yang seharusnyaladd PT

Kharisma Tropisindo Makmur Abadi;

69.1.3 Bahwa kesalahan pengetikan ini dimulai sejak ditleabnya
Penetapan Perkara Nomor 09/KPPU-I/2011, dimanatagikan
Terlapor V adalah PT Kharisma Troposindo Makmur dipa-------
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69.1.4

69.1.5

69.1.6

69.1.7

69.1.8

69.1.9

SALINAN

Bahwa mengingat dasar pemanggilan dan Laporan [Dugaa
Pelanggaran adalah mengacu kepada Penetapan Pé&larar
09/KPPU-I/2011, maka Majelis Komisi memanggil Teda V
sesuai dengan identitas yang ditetapkan dalam &metPerkara
09/KPPU-1/2011; --

Bahwa setelah melakukan penelitian berkas perkara sktelah
membaca tanggapan Terlapor V (PT Kharisma Troposiidkmur
Abadi), Investigator melakukan koreksi terhadapaafkendirian

Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi—----------

Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran disebut&dapor V
(PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi) didirikan d@sarkan
akta nomor 14 tanggal 31 Januari 2002 yang dibledt notaris
Maria Astuti, S.H. di Samarinda dan telah mengalgerubahan
terakhir berdasarkan akta nomor 63 tanggal 24 M2@€9 yang

dibuat oleh notaris Khairu Subhan, S.H. di Samaxine-------------

Bahwa seharusnya Terlapor V (PT Kharisma Troposikd&mur
Abadi) didirikan berdasarkan akta nomor 55 tan@g@ktober 1996
yang dibuat oleh notaris Drajat Darmadiji, S.H.akgrta dan telah
mengalami perubahan terakhir berdasarkan akta n6&tanggal 9
Januari 2009 yang dibuat oleh notaris A. Wahyunrt&fangrum,
S.H. di Depok;

Bahwa dalam penelitian berkas perkara ditemukan nyada

perbedaan alamat Terlapor V (PT Kharisma Troposiktdkmur

Abadi) dalam berkas perkara;

Bahwa alamat Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Mak
Abadi) dalam Laporan Dugaan Pelanggaran adalam Jali.
Sangaji Gang 16 Nomor 25 Samarinda, Kalimantan Timu
sedangkan alamat Terlapor V (PT Kharisma Tropisiivekmur
Abadi) dalam dokumen tender adalah Komplek Ruko aMé&gosir
Blok | Nomor 28 Cempaka Mas, Jalan Letjen Supragtakarta

Pusat;
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69.1.11

69.1.12

69.1.13

SALINAN

Bahwa selain itu ditemukan bukti surat Sekretaamisi Nomor
295/SJ-BKP/IV/2010 tanggal 27 April 2010, perihahdangan
klarifikasi kepada PT Kharisma Tropisindo Makmur aélb yang
beralamat di Komplek Ruko Mega Grosir Blok | Noma2B
Cempaka Mas, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta PO6401-----------

Bahwa dalam risalah klarifikasi yang diadakan ptdeggal 5 Mei
2010 tersebut, Syang Prajoko selaku Direktur PT rishw

Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan juga ditemukanSurat
Panggilan Pemeriksaan Pendahuluan Nomor 249/KPPU/MK
PP/V1/2011 tanggal 21 Juni 2011 kepada TerlapoPV Kharisma
Troposindo Makmur Abadi) dengan alamat Jalan A.Mndaji
Gang 16 Nomor 25 Samarinda, Kalimantan Timur. DaBenita
Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang diadakan padgata28
Juni 2011 tersebut, Syang Prajoko selaku Direkttama PT
Kharisma Tropisindo Makmur Abadi kembali hadir memlei
panggilan dan memberikan tanggapan atas Laporanadbug

Pelanggaran dengan didampingi oleh kuasa hukumnydlyW

Sumardjono, S.H.;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, dhjst bahwa
meskipun dalam Penetapan Perkara Nomor 09/KPPU4/20
Terlapor V adalah PT Kharisma Troposindo Makmur dipbaamun
dalam proses penanganan perkara di Komisi PengBemssingan
Usaha sejak tahap penelitian sampai dengan tahaperikeaan
Pendahuluan, PT Kharisma Tropisindo Makmur Abaddiha
memenuhi panggilan untuk memberikan keterangaraitet&nder
pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Rgumizn
Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantamur
Tahun Anggaran 2009 yang menjadi objek dalam Parkiomor
09/KPPU-I/2011; --
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69.1.14 Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa yang dimak&omhisi

sebagai Pihak Terlapor V dalam Perkara Nomor 09IkRP011
adalah PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi; --——------------

69.1.15 Bahwa dengan demikian Investigator menyimpulkan waah

Tentang Persekongkolan Vertikal,

69.2.1

69.2.2

69.2.3

identitas Terlapor V adalah PT Kharisma Tropisinktakmur
Abadi;

Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran telah dikgatbahwa
Terlapor VI  (Panitia Tender Pekerjaan Pembangumhaut
Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecarkattn
Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai KagargeTahun
Anggaran 2009) telah menggugurkan PT Wijaya Kaiargero)
dengan alasan tidak melampirkan pengesahan aksarpan dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkalain
pihak Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembaag Laut
Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecarkattn
Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai KagargeTahun
Anggaran 2009) tetap meloloskan Terlapor V (PT [dnaa
Troposindo Makmur Abadi) meskipun tidak melampirkbuokti
pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak AsasiuMan

terhadap akta-akta yang dilampirkan;

Bahwa fakta persidangan tanggal 3 Agustus 2011si$BK Wijaya
Karya) mengakui lalai melampirkan pengesahan agtagpoan dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana
dipersyaratkan dalam Dokumen Prakualifikasi, narfnWijaya
Karya menilai alasan ketiadaan lampiran pengesaktnperseroan
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bukanupakan

hal yang substansial untuk menggugurkan penawas@ria tender

pada tahap prakualifikasi;

Bahwa fakta persidangan tanggal 5 Oktober 2011, Abhyatakan
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2988t
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69.2.4

69.2.5

69.2.6

SALINAN

kualifikasi prakualifikasi hanya menyatakan isiataatau tidaknya
dokumen vyang dipersyaratkan, tidak diperbolehkanmimia
dokumen, karena pada prinsipnya Keputusan Predidenor 80

Tahun 2003 melonggarkan syarat di awal proses pagaagar

terjadi kompetisi;

Bahwa fakta persidangan tanggal 20 Oktober 201tlajar VI
(Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja,
Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan KotguBa
Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tamggaran
2009) menyatakan bahwa Dokumen Rencana Kerja damatSy
(RKS) mensyaratkan peserta tender untuk melampidogy akta
perseroan, namun Terlapor VI (Panitia Tender Pad&arj
Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhpadtedi
Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabopétgai
Kartanegara Tahun Anggaran 2009) mengakui tidak getahui
bahwa pada saat pengecekan Dokumen Prakualifikasi,
ketidaklengkapan dokumen tidak dapat dijadikan aasintuk

menggugurkan peserta tender;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Investigatmyimpulkan
bahwa Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Peminzeny Laut
Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecarkattn
Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai KagargeTahun
Anggaran 2009) telah Kkeliru dalam melaksanakan uesal
Dokumen Prakualifikasi, sehingga mengakibatkan gugu peserta

tender yang memiliki potensi;

Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dinyata&dapbr VI
(Panitia  Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja,
Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan KotguBa
Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tamggaran
2009) sengaja memfasilitasi pihak yang sama dalam
menandatangani daftar hadir pendaftaran dan pengantokumen

atas nama Terlapor | (PT Budiindah Muliamandirgyl@por Il (PT
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69.2.7

69.2.8

69.2.9
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Tanjung Nusa Persada), dan Terlapor V (PT Khari$nagosindo
Makmur Abadi);

Bahwa dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan d@elam
yang diserahkan kepada Majelis Komisi dalam Sidahajelis
Komisi Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 28 Juni,Zdriapor VI
(Panitia  Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja,
Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan KotguBath
Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tamggaran
2009) menyatakan tidak mengetahui kalau terdapamirken
tulisan pada daftar hadir pendaftaran, penjelasskerfpan, dan
pemasukan penawaran karena beberapa kegiatan kditaldalam
waktu yang bersamaan di dalam ruangan yang samainggea
apabila terdapat kemiripan tulisan dalam pendaitgvanjelasan
pekerjaan, dan pemasukan penawaran tidak termanébrTerlapor

VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Sgnbo
Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan KotguBath
Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tamggaran
2009);

Bahwa fakta persidangan tanggal 5 Oktober 2011i, iABhyatakan
bahwa dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2id@k
mengatur mengenai pendaftaran, pengambilan dokunaam,
pemasukan dokumen dilakukan oleh orang yang saanaim untuk
melakukan antisipasi akan adanya pengaturan tendeka
dilakukan pengecekan terhadap dokumen yang diajalemorang
yang sama sehingga apabila ditemukan kesamaan dokomaka

dokumen tersebut patut dicurigai oleh Panitia;

Bahwa dengan fakta tersebut Investigator menyingsulkahwa
Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembanguraar Samboja,
Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan KotguBah
Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tamggaran
2009) telah dengan sengaja memfasilitasi pihak ysarmga dalam

menandatangani daftar hadir pendaftaran dan penigandokumen
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atas nama Terlapor | (PT Budiindah Muliamandirgsl@por 11l (PT
Tanjung Nusa Persada), dan Terlapor V (PT Khari$nagosindo
Makmur Abadi);

69.2.10 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dinyatakdmweb
Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembanguraart Samboja,
Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan KotguBa
Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tamggaran
2009) sengaja meluluskan Terlapor IV (PT Penatay&#teluarga
Utama) walaupun secara administrasi dokumen pemawar
ditandatangani oleh pihak yang tidak memiliki keevegan untuk

mendantangani yaitu Alfian Noor, yang dikuatkanhoknggaran

dasar perusahaan dan surat kuasa dari direkeh=

69.2.11 Bahwa dalam penelitian berkas perkara ditemukaneraelaan
Alfian Noor di dua perusahaan yang mengikuti tendender
Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, PembangunabuRah
Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhudung
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008y J&rlapor
Il (PT Tanjung Nusa Persada), dan Terlapor IV &hata Karya

Keluarga Utama);

69.2.12 Bahwa dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan dgelam
yang diserahkan kepada Majelis Komisi dalam Sidahagelis
Komisi Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 28 Juni,Zdriapor VI
(Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja,
Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan KotguBah
Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tamggaran
2009) menyatakan bahwa Alfian Noor merupakan Dinektabang
Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) dasuae
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 direktuarmgitboleh

menandatangani surat-surat tanpa surat kuasaidgdut utama;

69.2.13 Bahwa fakta persidangan tanggal 5 Oktober 2011i, Abhyatakan

bahwa apabila ditemukan adanya tanda tangan yamg dalam dua
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perusahaan yang berbeda, maka panitia tender wagillakukan
klarifikasi terlebih dahulu. Apabila terdapat ind# bahwa
penawaran yang masuk mencerminkan persaingan tidakaehat,
maka panitia tender hendaknya membatalkan tender pdatiia

tidak dapat beralasan tidak melakukan klarifikasareka

keterbatasan waktu;--

69.2.14 Bahwa berdasarkan fakta tersebut Investigator mgmylkan
bahwa Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Peminzeny Laut
Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecarkattn
Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai KagargeTahun
Anggaran 2009) telah dengan sengaja meluluskan naeku
penawaran Terlapor Il (PT Tanjung Nusa Persada)Taalapor 1V
(PT Penata Karya Keluarga Utama), meskipun kedsarfzetender
tersebut terafiliasi karena kedua dokumen penawdaeasebut

ditandatangani oleh orang yang sama yaitu AlfiaoiNe-------------

69.2.15 Bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di ataka telah
ditemukan cukup bukti adanya Persekongkolan Vdrtikang
dilakukan oleh Terlapor VI (Panitia Tender Pekarj@embangunan
Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu diniataa
Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutatakagara
Tahun Anggaran 2009) untuk menentukan Terlapoil IEBdiindah

Muliamandiri) sebagai pemenang tender;

69.3 Tentang Persekongkolan Horisontal,

69.3.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dinyatagatapat
persekongkolan horisontal antara Terlapor | (PT iBddh
Muliamandiri), Terlapor 1l (PT Triperkasa Aminindgah dan
Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi)riypa
kesamaan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan kesghengetikan
“Asbuirl” dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan, daftaarga
operasional/sewa satuan alat serta format metod&gamaan serta

kesamaan angka besaran harga satuan kesalahanopgaen
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“pekerjaan tiang pancang” dengan urutan “B” di kepomk Il

“Trestle” yang seharusnya dalam Rencana Kerja dama$ adalah
“A” antara Terlapor Il (PT Tanjung Nusa Persadahderlapor IV
(PT Penata Karya Keluarga Utama). Seharusnya kesadakumen
penawaran tersebut tidak terjadi, karena Panitieydnanemberikan
format penyusunan dokumen penawaran kepada petarthier

kecuali format penulisan penawaran, metode pelalesgndan

jadwal pelaksanaan;

69.3.2 Bahwa dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan dgelam
yang diserahkan kepada Majelis Komisi dalam Sidahagelis
Komisi Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 21 Juni,ZDdrdapor |
(PT Budiindah Muliamandiri) menyatakan tidak tahuermahu
mengenai adanya kesamaan dokumen tender antaegpdret! (PT
Budiindah Muliamandiri), Terlapor 1l (PT Triperkageminindah),
dan Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abddirena
semua pembuatan dokumen prakualifikasi dan dokymeeawaran
harga diserahkan kepada staf Terlapor | (PT Budhnd

Muliamandiri); -----

69.3.3 Bahwa dalam tanggapan Laporan Dugaan Pelanggarag ya
diserahkan kepada Majelis Komisi dalam Sidang Nj&lomisi
Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 21 Juni 2011, pberly (PT
Penata Karya Keluarga Utama) menyatakan tidak ntahgedan
tidak pernah mendapat laporan mengenai Pelelangarbdhgunan

Pelabuhan Laut Samboja oleh pimpinan cabang TerlApqPT

69.3.4 Bahwa dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan ggelam
yang diserahkan kepada Majelis Komisi dalam Sidahajelis
Komisi Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 28 Juni,ZDdrdapor V
(PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi) menyatakdakipernah
mengikuti dan bukan peserta prakualifikasi dan ktiqaernah
mengajukan dan/atau menyerahkan dokumen penawaakm d

proses Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja,
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69.3.5

69.3.6

69.3.7

69.3.8

69.3.9

SALINAN

Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan KotguBa
Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tamggaran
2009;

Bahwa fakta persidangan tanggal 3 Oktober 2011laper Il (PT
Triperkasa Aminindah) menyatakan tidak mengetahailalk
perusahaannya mengikuti proses Tender PekerjaarbdPguman
Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu diniataa
Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutatakagara
Tahun Anggaran 2009 dan menyatakan bahwa dokunreawaean
Terlapor Il (PT Triperkasa Aminindah) adalah dokunpalsu; ------

Bahwa fakta persidangan tanggal 5 Oktober 2011i, iABhyatakan
apabila ditemukan adanya format jadwal pekerjaaig sama antara
dua perusahaan atau lebih maka dokumen tersehuit giatirigai.
Berdasarkan temuan tersebut, Panitia seharusnyaakuokain
klarifikasi terlebih dahulu. Apabila terdapat ind#t bahwa

penawaran yang masuk mencerminkan persaingan tidakasehat

maka Panitia hendaknya membatalkan tender;

Bahwa selama persidangan, Terlapor Il (PT Tanjoga Persada)
tidak pernah hadir memenuhi panggilan Sidang Majétmisi dan
tidak pernah memberikan tanggapan terhadap Lap@ragaan

Pelanggaran;

Bahwa tanggapan dari Terlapor | (PT Budiindah Mubadiri),
Terlapor Il (PT Triperkasa Aminindah), Terlapor T Penata
Karya Keluarga Utama), dan Terlapor V (PT Kharisfnaposindo
Makmur Abadi) tidak memiliki bukti yang kuat untukenyangkal

persekongkolan horisontal sebagaimana yang didalilklalam

Laporan Dugaan Pelanggaran;

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa patdeukup
bukti adanya persekongkolan horisontal antara perlal (PT
Budiindah Muliamandiri), Terlapor Il (PT Triperkageminindah),
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Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama), damlapor V
(PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi);

69.3.10 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dinyata&edwaj
pelaksanaan pekerjaan dalam dokumen penawararpdetla (PT
Tanjung Nusa Persada) dan Terlapor IV (PT Penatgakigeluarga

Utama) ditandatangani oleh orang yang sama yafiarANoor;-----

69.3.11 Bahwa dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan ggelam
yang diserahkan kepada Majelis Komisi dalam Sidahajelis
Komisi Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 21 Juni,Z0driapor IV
(PT Penata Karya Keluarga Utama) menyatakan tideakgetahui
dan tidak pernah mendapat laporan mengenai Peéang
Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja oleh pimpindanga

Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama), yaiffian Noor;

69.3.12 Bahwa selama persidangan, Terlapor Ill (PT TanjNoga Persada)
tidak pernah hadir memenuhi panggilan Sidang Majétmisi dan
tidak pernah memberikan tanggapan terhadap Lap@ragaan

Pelanggaran;

69.3.13 Bahwa mengingat Terlapor Ill (PT Tanjung Nusa Paagaidak
memberikan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Rglemgdan
setelah membaca tanggapan dari Terlapor IV (PT tReKarya
Keluarga Utama) tersebut, Investigator menilaildang diajukan
Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama) tidakmiliki
bukti yang kuat untuk menyangkal persekongkolanishatal

sebagaimana yang didalilkan dalam Laporan Dugatm&garan; --

69.3.14 Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa petdeukup
bukti adanya persekongkolan horisontal dalam bemmeisaingan
semu antara Terlapor Il (PT Tanjung Nusa Persdda)Terlapor

IV (PT Penata Karya Keluarga Utama);

69.3.15 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dinyatagatapat
kemiripan tanda tangan pada daftar hadir pendaftadan
pengambilan dokumen mewakili Terlapor | (PT Budihd
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69.3.16

69.3.17

69.3.18

69.3.19

69.3.20

SALINAN

Muliamandiri), Terlapor Ill (PT Tanjung Nusa Peraiad dan
Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abad#y—----------

Bahwa dalam penelitian berkas perkara, Investigatenemukan
adanya kemiripan tanda tangan dalam pendaftarap&agambilan
dokumen Terlapor | (PT Budiindah Muliamandiri), Tegror Il (PT
Tanjung Nusa Persada), dan Terlapor V (PT Khari$nagosindo
Makmur Abadi);

Bahwa dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan d@elam
yang diserahkan kepada Majelis Komisi dalam Sidahajelis
Komisi Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 21 Juni Z@ttapor |
(PT Budiindah Muliamandiri) membantah adanya kquain tanda
tangan pada daftar hadir pendaftaran dan pengambi&umen
mewakili Terlapor | (PT Budiindah Muliamandiri), fapor 11l (PT
Tanjung Nusa Persada), dan Terlapor V (PT Khari$noposindo
Makmur Abadi);

Bahwa dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan dgelam
yang diserahkan kepada Majelis Komisi dalam Sidahagelis
Komisi Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 28 Juni,ZDddapor V

(PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi) menyatakdakipernah
mengikuti dan bukan peserta prakualifikasi dan ktidaernah
mengajukan dan/atau menyerahkan dokumen penawaakm d
proses Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja,
Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan KotguBath
Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tamggaran
2009;

Bahwa selama persidangan Terlapor Il (PT Tanjungd\Persada)
tidak pernah hadir memenuhi panggilan Majelis Kordesn tidak

pernah memberikan tanggapan terhadap Laporan Dugaan

Pelanggaran;

Bahwa mengingat Terlapor Il (PT Tanjung Nusa Rdaaidak
memberikan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Rglemgdan
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69.3.21

69.3.22

69.3.23

69.3.24

SALINAN

setelah membaca tanggapan dari Terlapor | (PT Bdalhi
Muliamandiri) dan Terlapor V (PT Kharisma Troposintakmur
Abadi) tersebut, Investigator menilai dalil yan@jdkan Terlapor |
(PT Budiindah Muliamandiri) dan Terlapor V (PT Khwmmna
Troposindo Makmur Abadi) tidak memiliki bukti yarkgiat untuk
menyangkal persekongkolam horisontal sebagaimaialildan

dalam Laporan Dugaan Pelanggaran;

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa patdeukup
bukti adanya persekongkolan horisontal dalam bemmeisaingan
semu antara Terlapor | (PT Budiindah Muliamandifigriapor 11l
(PT Tanjung Nusa Persada) dan Terlapor V (PT Kimais
Troposindo Makmur Abadi);

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Investigatrilan hanya
Terlapor | (PT Budiindah Muliamandiri) yang benamnrar
mengakui mengikuti Tender Pekerjaan PembangunanSaauaboja,
Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan KotguBath
Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tamggaran
2009;

Bahwa Terlapor Il (PT Triperkasa Aminindah), Tedagll (PT
Tanjung Nusa Persada), Terlapor IV (PT Penata K&wgimarga
Utama), dan Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmbadi)
dalam tanggapan dan/atau keterangan yang diberikalam
persidangan menyatakan tidak pernah mengikuti aga jidak tahu
bahwa perusahaan mereka mengikuti proses Tendeerj&ak
Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhpadiiedi

Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabuopdteai

Kartanegara Tahun Anggaran 2009;

Bahwa berdasarkan fakta di atas, Investigator raiekdikutsertaan
Terlapor Il (PT Triperkasa Aminindah), Terlapor (PT Tanjung
Nusa Persada), Terlapor IV (PT Penata Karya Kelubitgma), dan
Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi)atha proses
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70.

71.

72.

73.

SALINAN

tender memang sengaja diatur oleh Terlapor | (PWiiBdah

Muliamandiri); -----

69.3.25 Bahwa dengan demikian Investigator menyimpulkan waah
Terlapor | (PT Budiindah Muliamandiri) adalah i@r dalam
persekongkolan horisontal dalam bentuk persainganusantara
Terlapor | (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor [(PT
Triperkasan Aminindah), Terlapor Il (PT Tanjung $duPersada),
Terlapor IV (PT Penata Karya Keluraga Utama), damlapor V
(PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi);

Menimbang bahwa Terlapor | (PT Budiindah Muliamaidiidak menyerahkan
Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan jangkduPemeriksaan Lanjutan
berakhir;

Menimbang bahwa Terlapor Il (PT Triperkasa Aminimddidak menyerahkan
Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan jangkduPemeriksaan Lanjutan
berakhir;

Menimbang bahwa Terlapor Ill (PT Tanjung Nusa PRda¥aidak menyerahkan
Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan jangkduPemeriksaan Lanjutan
berakhir;

Menimbang bahwa Terlapor IV (PT Penata Karya Kgaadtama) menyerahkan
Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknyauathmal-hal sebagai berikut
(videbukti C 37):

73.1 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama adalah wadafinippun pada
pencari nafkah baik selaku pengusaha maupun pekang masing-masing
tugas dan tanggung jawabnya diatur sesuai dengaanaperusahaan di luar

dari perbuatan-perbuatan pribadi;

73.2 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama berhak ikuta sdi setiap
Pelelangan Umum Barang dan Jasa Pemerintah mawpasteSyang sesuai
dengan klasifikasi usaha yang tertera jelas padat $zin Usaha Perusahaan

(SIUP) PT Penata Karya Keluarga Utama;
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73.3

73.4

73.5

73.6

73.7

73.8

SALINAN

Bahwa benar PT Penata Karya Keluarga Utama merkdiktor cabang yang
berkedudukan di Kota Samarinda Provinsi Kalimantaimur dan
mengangkat Sdr. Alfian NH sebagai Direktur Cabagigagaimana tertuang
dalam minuta akte Nomor 31 Notaris Dana Sasmit&]. S.anggal 5
Desember 2007 tentang Pembukaan Cabang, PenganglataKuasa PT

Penata Karya Keluarga Utama;

Bahwa tugas, peran dan fungsi dari Direktur Cabdalgm menjalankan

operasional perusahaan adalah terbatas sebagaiteeeea dalam akta

minuta dimaksud;

Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama sependapaanemvestigator
tentang adanya kesengajaan Terlapor VI (Panitia ddienPekerjaan
Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhapadterdi
Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabnopakeitai
Kartanegara Tahun Anggaran 2009) meluluskan dokuRieenata Karya

Keluarga Utama, walaupun sebenarnya kami sendirlihate bahwa

seharusnya tidak lulus;

Bahwa dalam rangka menegakkan iklim persainganaugang sehat, PT
Penata Karya Keluarga Utama sangat sering mendexrgavejangan dari

LPJKN (Lembaga Pengembangan Jasa Kosntruksi Nd)siddepartemen

Pekerjaan Umum, Asosiasi Usaha Konstruksi tentarangan kolusi bahkan
apabila ditemukannya seseorang yang duduk di doihl (satu) perusahaan
dan seluruhnya ikut dalam satu pelelangan umum npaketia atau para
pihak dapat mengajukan keberatan;

Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama mencermatibeéakesimpulan,
bahwa Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pemiaany Laut Samboja,
Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan KotguBadi Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Aagg2009) telah

dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya dengi&nsbbagaimana

diamanahkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003:

Bahwa Sdr. Alfian NH juga telah terbukti tidak medanakan tugas pokok

dan fungsinya dengan baik sebagaimana diatur dakencabang; -------------
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73.9

73.10

73.11

73.12

73.13

73.14

73.15

73.16

SALINAN

Bahwa Investigator seharusnya berasumsi juga, bahlfian NH juga
memiliki kehidupan pribadi yang tidak serta meramgak dari perbuatan

pribadi tersebut harus menjadi tanggung jawab PiafeKarya Keluarga

Utama;

Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama tidak pernehdapat laporan
kegiatan dari Sdr. Alfian NH;

Bahwa Investigator seharusnya menggiring perkarameanjadi perkara
pidana murni dikarenakan adanya indikasi berat yalgraktek korupsi,

kolusi, dan nepotisme di pelelangan ini;

Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama tidak dapatgarang dalil
pembenaran apapun karena PT Penata Karya KelU&gza memang tidak

memiliki data apapun terkait perbuatan pribadi 3éfran NH; -----------------

Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama menolak sanggebagai bagian
dari persekongkolan yang inisiatifnya muncul dagrl@por | (PT Budiindah
Muliamandiri) dan Terlapor VI (Panitia Tender Pgkan Pembangunan Laut
Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di KecardatanBangun di

Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara TAhggaran 2009); ---

Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama tidak dagabdi sebagai pelaku

aktif pada dugaan persekongkolan baik vertikal rmauporisontal pada

perkara ini;

Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama tidak salimmganal dengan
Terlapor | (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor I{PT Triperkasa
Aminindah), Terlapor Ill (PT Tanjung Nusa Persadagrlapor V (PT
Kharisma Troposindo Makmur Abadi), dan Terlapor {Ranitia Tender
Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, PembangurettuRah Terpadu di

Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabnopakeitai

Kartanegara Tahun Anggaran 2009);

Bahwa perilaku pribadi di luar tugas pokok dan &irgdr. Alfian NH tidak
menjadi tanggung jawab dari PT Penata Karya Keuditgma; ----------------
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74.

75.

73.17

73.18

73.19

73.20

73.21

SALINAN

Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama tidak menikrkaipensasi

apapun jika memang terjadi persekongkolan padaérghelabuhan Samboja

Kalimantan Timur;

Bahwa Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Peminazig Laut Samboja,
Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan KotguBadi Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Aagg2009) terbukti
telah melakukan kesalahan dalam menerapkan atetaksanaan Pelelangan
Umum dimaksud dengan tidak menerapkan ketelitiamyyaengacu pada

penerapan aturan Keputusan Presiden Nomor 80 T2048; -------------------

Bahwa dalam Tender Pelabuhan Samboja KalimantarurTikami tidak

pernah diminta oleh Terlapor VI (Panitia Tender étglan Pembangunan
Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu dim&taa Kota Bangun
di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegatauda@nggaran 2009)
untuk menunjukkan Berkas Asli Kelengkapan Perusahgmmng termasuk

wajib untuk ditunjukkan sebagai bahan klarifikasidp setiap Pelelangan

Umum Barang dan Jasa; -----

Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama tidak memddia apapun dan

laporan apapun terkait perkara ini;

Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama telah mendiamtakan tegas
kepada Sdr. Alfian NH seketika mendengar adanyaua¢an pribadi yang
bersangkutan terindikasi melanggar hukum dan mdmbékan yang

bersangkutan selaku Kepala Cabang;

Menimbang bahwa Terlapor V (PT Kharisma Troposimdakmur Abadi) tidak

menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sampaigatenjangka waktu

Pemeriksaan Lanjutan berakhir; -----

Menimbang bahwa Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjd?embangunan Laut

Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di KecaratanBangun di Dinas

Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Aaggda009) menyerahkan

Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknyauatimal-hal sebagai berikut

(videbukti C35):
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75.1

75.2

75.3

75.4

75.5

75.6

75.7

75.8

SALINAN

Bahwa dalam dokumen prakualifikasi asli PT Kharistnaposindo Makmur

Abadi telah melampirkan bukti pengesahan akte pemdperusahaan dari

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Bahwa kemungkinan adanya kekeliruan Panitia dalastekaokan koreksi,
semua bukan dikarenakan diskriminasi ataupun unmeknenangkan salah
satu perusahaan melainkan sepenuhnya salah pemaktemeng Keputusan

Presiden Nomor 80 Tahun 2003, dan tidak ada ureserigajaan;--------------

Bahwa Panitia benar-benar tidak tahu kalau terdajadtar hadir yang
kemungkinan memiliki tulisan yang mirip karena padaktu pendaftaran,
penjelasan pekerjaan dan batas akhir pemasukanwaema beberapa

kegiatan dilakukan dalam waktu yang bersamaan dalamgan yang sama, -

Bahwa dalam penjelasan pekerjaan secara umum k#akbersama-sama,
kemudian secara teknis dilakukan bergantian dalaangan yang sama
sehingga kalaupun ada kemiripan tulisan dalam gtarda, daftar hadir
penjelasan pekerjaan dan daftar hadir pemasukawaean tidak termonitor

oleh Panitia;

Bahwa setelah dilakukan pengecekan daftar pengambdkumen antara PT
Budiindah Muliamandiri, PT Kharisma Troposindo MakmAbadi, dan PT
Tanjung Nusa Persada adalah orang yang berbedapgi#ta waktu itu ada

kesamaan ataupun ada kemiripan tulisan, panitia al@akukan klarifikasi

terhadap tulisan yang dianggap mirip tersebut;

Bahwa menurut Panitia kemiripan tulisan belum teygng menulis adalah

orang yang sama dan belum tentu pula yang menapataadalah orang

yang sama;

Bahwa apabila Panitia benar-benar tidak tahu kalda kemungkinan ada
kemiripan tanda tangan sehingga Panitia mengusulkametapan lulus

prakualifikasi kepada Pengguna Anggaran sesudikmsksi Panitia; --------

Bahwa mengenai kemungkinan terdapat dua dokumemdditangani oleh
orang yang sama, karena dalam mengoreksi dokumek dilakukan hanya
oleh satu orang saja dan dokumen diperiksa satsaferdan tidak

membandingkan antara dokumen yang satu dengan @okuymang lain
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76.

7.

78.

79.

80.

81.

82.

SALINAN

sehingga jika terjadi kemiripan tanda tangan atéisan tidak terdeteksi oleh

Panitia;

Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan tasnjuMajelis Komisi
menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaanutan, maka Majelis Komisi
menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi NomaotKBBK/Kep/XI/2011 tentang
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nom&P@J-1/2011, yaitu dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari ket@hitung sejak tanggal 3
November 2011 sampai dengan tanggal 14 Desembér(2dg bukti A120); --------

Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjanganeriksaan Lanjutan,
Komisi Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majkbsnisi melalui Keputusan
Komisi Nomor 233/KPPU/Kep/X1/2011 tanggal 3 Novemb@011l tentang
Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisagaerpanjangan Pemeriksaan
Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-I/20Mde bukti A121);

Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikastikdn Penetapan
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada pargpdeijade bukti A113, Al14,
A115, A116, A117, A118, dan A119);

Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka wakimefigsaan Lanjutan (dan
perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan giomi Nomor

88/KPPU/Pen/Xll/2011tanggal 15 Desember 2011 tentang Musyawarah Majelis
Komisi Perkara Nomor 09/KPPU-1/201tide bukti A124);

Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Maj¢bmisi, Komisi
menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 255/KPPU/Kep/20lL1 tanggal 15
Desember 2011entang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelimi&iopada
Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 09/KPPWY2 {ide bukti A125); ----

Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikaptikdn Penetapan
Musyawarah Majelis kepada para Terlapodé bukti A128, A129, A130, Al131,
Al132, A133, dan A134);

Menimbang bahwa setelah melaksanakan MusyawaraleliMatomisi, Majelis
Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaiararyg cukup untuk mengambil

putusan;
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SALINAN

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggasmggapan masing-masing
Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran,akefan para Saksi, keterangan para
Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat danu at@kumen, Kesimpulan Hasil
Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigataupun masing-masing Terlapor,
Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkarand memutuskan perkara
berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telghdieatau tidak terjadinya pelanggaran
terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yangdidiuakukan oleh para Terlapor
dalam Perkara Nomor 09/KPPU-1/2011 Dalam melakys@nilaian dan analisa, Majelis

Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaite:

1. Tentang Dugaan Pelanggaran;

Tentang ldentitas Para Terlapor; -----

Tentang Objek Perkara;

Tentang Persekongkolan Vertikal;

2
3
4. Tentang Persekongkolan Horisontal; --
5
6

Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-undangom&iahun 1999; -----------

7. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi;

8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus

9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;

10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup.

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimasaliat di atas;

1. Tentang Dugaan Pelanggaran; -----

Menimbang bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggareestigator menyampaikan
terdapat bukti pelanggaraPasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang

dilakukan oleh Para Terlapor sebagai berikut:

1.1. Persekongkolan Horisontal yang dilakukan oleh Tpenal (PT Budiindah
Muliamandiri), Terlapor Il (PT Triperkasa Aminindaldan Terlapor V (PT
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1.2.

1.3.

1.4.

Tentang ldentitas Para Terlapor; --

SALINAN

Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) dalam bentuk keaan dokumen

penawaran tender;

Persekongkolan Horisontal yang dilakukan oleh penalll (PT Tanjung
Nusa Persada), dan Terlapor IV (PT Penata Karyadfgh Utama) dalam
bentuk kesamaan dokumen penawaran antara peseder t@an persaingan

semu;

Persekongkolan Horisontal yang dilakukan oleh Tenal (PT Budiindah
Muliamandiri), Terlapor Il (PT Tanjung Nusa Peragaddan Terlapor V (PT

Kharisma Tropisindo Makmur Abadi);

Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terfap® (Panitia Tender
Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, PembanguretruRah Terpadu di
Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabopataitai
Kartanegara Tahun Anggaran 2009) dengan TerlapgPT Budiindah
Muliamandiri) dengan cara menentukan Terlapor T (Budiindah

Muliamandiri) sebagai pemenang tender;

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapdalah sebagai berikut: --------

2.1

2.2

Terlapor |, PT Budiindah Muliamandiri, merupakan badan usaha yang
berbentuk badan hukum yang didirikan di Indoneseadasarkan Akta
Pendirian Nomor 47 tanggal 15 September 1988 yahgatl di hadapan
Notaris Syawal Sutan Diatas di Pekanbaru, yangeoidukan di Jalan
Sisingamaraja Nomor 13-15 Pekanbaru, Riau dan miedakkegiatan usaha
antara lain di bidang percetakan dan penerbitaaligeis menjual buku-buku,
alat tulis dan alat-alat keperluan kantor lainmppgrkayuan, instalasi listrik, air
bersih dan telepon, pemborongan bangunan, gedalag, jembatan, irigasi
dan perdagangan alat-alat dan bahan bangunan,ngudgan, perbengkelan,

perdagangan, perkebunan dan pertanian, dan pederdak pertanian; --------

Terlapor 1l, PT Triperkasa Aminindah, merupakan badan usaha yang
berbentuk badan hukum yang didirikan di Indoneseadasarkan Akta
Pendirian Nomor 1 tanggal 2 Januari 1992 yang dibudadapan Notaris

Lilia Devi Indrawati Sarjana Hukum Notaris di Sidmayang berkedudukan

halaman 55 dari 118



2.3

2.4

2.5

SALINAN

di Jalan Raya Kendangsari Nomor 95 Surabaya Kode &0292 dan
melakukan kegiatan usaha antara lain di bidangagamgan, teknik dan
pembangunan, angkutan umum, perindustrian, penikatan peternakan,

pertambangan dan pengolahan, percetakan dan panerfasa termasuk

konsultan pembangunan kecuali jasa dalam bidangrhuk

Terlapor 1ll, PT Tanjung Nusa Persada, merupakan badan usaha yang
berbentuk badan hukum yang didirikan di Indoneseadasarkan Akta
Pendirian Nomor 172 tanggal 22 September 1¢9&8g dibuat di hadapan
Notaris Haji Hardjo Gunawan Sarjana Hukum, NotdiiSamarinda dengan
nama PT Bangun Persada kemudian dirubah menjadiraijung Nusa
Persada berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasmréan Terbatas PT
Tanjung Nusa Persada Nomor 120 Tanggal 26 Septed®®6 , yang
berkedudukan di Plaza Juanda Nomor 22 A Lantaath&inda, Kalimantan
Timur, dan melakukan kegiatan usaha antara laibidiing perdagangan

umum, pertanian, kontraktor, industri, jasa, tramgsi, pengelolaan barang; -

Terlapor IV, PT. Penata Karya Keluarga Utama, merupakan badan usaha
yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indeanéerdasarkan Akta
Pendirian Nomor 115 tanggal 27 Maret 198fhg dibuat di hadapan Notaris
Nyonya Tutty Rachmawati Lalo, Sarjana Hukum di J&ka yang
berkedudukan di Jalan Gunung Sahari Raya Nomorpkek Marinatama
Blok F.3A, B, C Keluarahan Pademangan Barat, Jakajtara, dan
melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang agamban umum,
pemborongan (kontraktor), pertanian, kehutanankgyelan, penggergajian

kayu, perkebunan, peternakan, perikanan dan pestagaln;

Bahwa sebelum disebutkan tentang identitas TerlAhoMajelis Komisi
memandang perlu untuk memberikan pertimbangan barklan Tanggapan
PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi dan Kesimpulavestigator: --------

2.5.1 Tanggapan PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi tdapalLaporan

Dugaan Pelanggaran adalah sebagai berikut:

2.5.1.1 Bahwa perseroan terbatas PT Kharisma Tropisindo

Makmur Abadi adalah bukan dan/atau berbeda dengan
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2.5.1.2

2.5.1.3

2514

SALINAN

perseroan terbatas PT Kharisma Troposindo Makmur
Abadi dari aspek legalitas sebuah perseroan sehagai

badan hukum;

Bahwa perseroan terbatas PT Kharisma Tropisindo
Makmur Abadi tidak pernah mengikuti dan bukan peser

prakualifikasi dan tidak pernah mengajukan dan/atau
menyerahkan dokumen penawaran dalam proses Tender
Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja,
Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota
Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai

Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009; -

Bahwa perseroan terbatas PT Kharisma Tropisindo
Makmur Abadi tidak terkait dan tidak terafiliasi rdgn
perseroan terbatas PT Kharisma Troposindo Makmur
Abadi sebagai Terlapor V terkait dugaan pelanggaran
dalam proses Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan
Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di
Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabnpate
Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran
2009;

Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebig
tampak jelas bahwa tidak terdapat relevansi Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan
pemeriksaan terhadap perseroan terbatas PT Kharisma
Tropisindo Makmur Abadi terkait dugaan pelanggaran
dalam proses Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan
Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di
Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabuopate
Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran
2009;
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SALINAN

2.5.2 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyampaigabagai

berikut:

2521

2.5.2.2

2.5.2.3

2.5.2.4

2.5.2.5

Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran disebutkan
Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi)
didirikan berdasarkan Akta Nomor 14 Tanggal 31 aanu
2002 yang dibuat oleh notaris Maria Astuti, S.H. di
Samarinda dan telah mengalami perubahan terakhir
berdasarkan Akta Nomor 63 Tanggal 24 Maret 2009y yan

dibuat oleh notaris Khairu Subhan, S.H. di Samarinrd--

Bahwa seharusnya Terlapor V (PT Kharisma Troposindo
Makmur Abadi) didirikan berdasarkan Akta Nomor 55
Tanggal 9 Oktober 1996 yang dibuat oleh notarisjddra
Darmadji, S.H. di Jakarta dan telah mengalami prab
terakhir berdasarkan Akta Nomor 03 Tanggal 9 Januar
2009 yang dibuat oleh notaris A. Wahyuni Martanimgy
S.H. di Depok;

Bahwa dalam penelitian berkas perkara ditemukanyada
perbedaan alamat Terlapor V (PT Kharisma Troposindo

Makmur Abadi) dalam berkas perkara; ----------——----

Bahwa alamat Terlapor V (PT Kharisma Troposindo
Makmur Abadi) dalam Laporan Dugaan Pelanggaran
adalah Jalan A.M. Sangaji Gang 16 Nomor 25 Samayind
Kalimantan Timur sedangkan alamat Terlapor V (PT
Kharisma Troposindo Makmur Abadi) dalam dokumen
tender adalah Komplek Ruko Mega Grosir Blok | Nomor

28 Cempaka Mas, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta;Pusa

Bahwa selain itu ditemukan bukti surat Sekretdfiamisi
Nomor 295/SJ-BKP/IV/2010 tanggal 27 April 2010,
perihal undangan klarifikasi kepada PT Kharisma

Tropisindo Makmur Abadi yang beralamat di Komplek
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2.5.2.6

2.5.2.7

2.5.2.8

SALINAN

Ruko Mega Grosir Blok | Nomor 28 Cempaka Mas, Jalan
Letjen Suprapto, Jakarta Pusat 10640; -------——------

Bahwa dalam risalah Klarifikasi yang diadakan pada
tanggal 5 Mei 2010 tersebut, Syang Prajoko selaku
Direktur PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi hadir

memenuhi undangan;

Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan juga ditemukan
bukti Surat Panggilan Pemeriksaan Pendahuluan Nomor
249/KPPU/MK-PP/V1/2011 tanggal 21 Juni 2011 kepada
Terlapor V (PT Kharisma Troposindo Makmur Abadi)
dengan alamat Jalan A.M. Sangaji Gang 16 Nomor 25
Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam Berita Acara
Pemeriksaan Pendahuluan yang diadakan pada ta2ggal
Juni 2011 tersebut, Syang Prajoko selaku Direktizmia

PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi kembali hadir
memenuhi panggilan dan memberikan tanggapan atas
Laporan Dugaan Pelanggaran dengan didampingi oleh

kuasa hukumnya Welly Sumardjono, S.H.; --------------

Bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, dditeit
bahwa meskipun dalam Penetapan Perkara Nomor
09/KPPU-1/2011 Terlapor V adalah PT Kharisma
Troposindo Makmur Abadi, namun dalam proses
penanganan perkara di Komisi Pengawas Persaingan
Usaha sejak tahap penelitian sampai dengan tahap
Pemeriksaan Pendahuluan, PT Kharisma Tropisindo
Makmur Abadi hadir memenuhi panggilan untuk
memberikan  keterangan terkait tender pekerjaan
Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan
Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan
Timur Tahun Anggaran 2009 yang menjadi objek dalam
Perkara Nomor 09/KPPU-1/2011;
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2.6

SALINAN

2.5.2.9 Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud
Komisi sebagai Pihak Terlapor V dalam Perkara Nomor
09/KPPU-I/2011 adalah PT Kharisma Tropisindo Makmur
Abadi;

2.5.3 Bahwa setelah mempertimbangkan Tanggapan dan Kelsimp

Investigator, Majelis Komisi menyatakan sependapngan
Kesimpulan dari Investigator dan dengan ini merkatabahwa
yang dimaksud sebagalerlapor V adalah: PT Kharisma
Tropisindo Makmur Abadi, merupakan badan usaha yang
berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesad&sarkan
Akta Perseroan Terbatas Nomor 55 Tanggal 9 Okt&Be6 yang
dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, Sarjana HukuotaNs di
Jakarta yang berkedudukan di Komplek Ruko Mega iGRIsk |
Nomor 28 Cempaka Mas Jalan Letjend Suprapto JaRadat Kode
Pos 10640, dan melakukan kegiatan usaha antaradiaidang
pemborongan, perdagangan, perindustrian, pertan@asa dan

pengangkutan;

Terlapor VI, Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan laut Samboja,

Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bajyun di Dinas

Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaan 2009

dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PernfgalouKabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 550/91/DISHUB/I/2009 tanggal aduari 2009 tentang
Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa DirasBegan Tahun 2009

dengan susunan sebagai berikut

No Nama Jabatan Keterangan

1. H. Purwanto, ATD Ketua Dinas Perhubungan
2. Sugianto, S.Sos Sekretaris  Dinas Perhubungan
3. Sadin, S.Sos Anggota Dinas Perhubungan
4, Irwan Sukarta, S.E., M.T| Anggota Dinas Perhgjaum

5. Zainal Hanafi, S.E. Anggota Dinas Perhubungan
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Tentang Objek Perkara;

3.1

3.2

3.3

Tentang Persekongkolan Horisontal;

4.1

4.2

4.3

SALINAN

Bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah TenBembangunan
Pelabuhan Laut Samboja di Dinas Perhubungan Kabupaitai Kartanegara

Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009;

Bahwa nilai pagu tender ini adalah sebesar Rp.086080.000,00 (Empat

Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah);

Bahwa sumber dana adalah Anggaran Pendapatan damjeBéDaerah
(APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009

Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undangroTahun 1999,
persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) beny@itu persekongkolan

horisontal, persekongkolan vertikal, dan gabungami gersekongkolan

horisontal dan vertikal;

Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horisoradalah

persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha @gayedia barang dan
jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedi@ blamajasa pesaingnya;
persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yargdi antara salah satu
atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barangsiamlengan panitia
tender atau panitia lelang atau pengguna barangaganatau pemilik atau
pemberi pekerjaan; sedangkan gabungan persekongkadasontal dan

vertikal adalah persekongkolan antara panitia teatiu panitia lelang atau

pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pengeikerjaan dengan

sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan-jasa;

Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkihgan persekongkolan

horisontal yang dilakukan oleh para Terlapor adaktbagai berikut; -----------

4.3.1 Bahwa persekongkolan horisontal antara TerlapdPT Budiindah
Muliamandiri), Terlapor Il (PT Triperkasa AminindatTerlapor V
(PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) adalah sebagakut:---

4.3.1.1 Bahwa dugaan pelanggaran menyatakan;-------——-
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43.1.1.1

SALINAN

Bahwa terdapat kesamaan jadwal pelaksanaan
pekerjaan dan kesalahan pengetikan “Asbuirl”
dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan, daftar
harga operasional/sewa satuan alat serta
format metode pelaksanaan pada dokumen
penawaran Terlapor | (PT Budiindah

Muliamandiri), Terlapor Il (PT Triperkasa

Aminindah), Terlapor V (PT Kharisma

Tropisindo Makmur Abadi) ;

4.3.1.2 Bahwa dalam tanggapan Terlapor | (PT Budiindah

4.3.1.3

Muliamandiri) terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran

menyatakan hal-hal sebagai berikut:

43.1.2.1

Bahwa PT Budiindah Muliamandiri tidak tahu
menahu karena semua pembuatan dokumen
prakualifikasi dan dokumen penawaran harga

diserahkan sepenuhnya kepada staf; ------------

Bahwa dalam tanggapan Terlapor Il (PT Triperkasa

Aminindah)
menyatakan hal-hal sebagai berikut:

43.13.1

terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran

Bahwa PT Triperkasa Aminindah dalam

proses kegiatan pengadaan penyedia jasa
untuk paket pekerjaan Pembangunan Laut
Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu
di Kecamatan Kota Bangun di Dinas

Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran 2009 hanya mengikuti

sampai dengan pemasukan prakualifikasi saja,
adapun kegiatan lainnya termasuk pemasukan
dokumen penawaran sampai dengan
pengumuman pemenang lelang PT Triperkasa

Aminindah tidak mengetahuinya; ---------------
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SALINAN

4.3.1.4 Bahwa dalam tanggapan Terlapor V (PT Kharisma

Tropisindo Makmur Abadi) menyatakan sebagai berikut

43.14.1

Bahwa PT Kharisma Tropisindo Makmur
Abadi tidak pernah mengikuti dan bukan
peserta prakualifikasi dan tidak pernah
mengajukan dan/atau menyerahkan dokumen
penawaran dalam proses Tender Pekerjaan
Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja,
Pembangunan  Pelabuhan  Terpadu di
Kecamatan Kota Bangun di Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009; ----

4.3.1.5 Bahwa Terlapor | (PT Budiindah Mulia Mandiri), Tayplor
I (PT Triperkasa Aminindah) dan Terlapor V (PT

Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) tidak menyampaika

4.3.1.6

Kesimpulan;

Bahwa dalam Kesimpulannya, Investigator menyampaika

kesimpulan sebagai berikut ;

43.16.1

Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran
dinyatakan terdapat persekongkolan
horisontal antara Terlapor | (PT Budiindah
Muliamandiri), Terlapor II (PT Triperkasa
Aminindah), dan Terlapor V (PT Kharisma
Tropisindo Makmur Abadi) berupa kesamaan
jadwal pelaksanaan pekerjaan dan kesalahan
pengetikan  “Asbuirl” dalam  jadwal
pelaksanaan  pekerjaan, daftar  harga
operasional/sewa satuan alat serta format
metode pelaksanaan serta kesamaan angka
besaran harga satuan kesalahan

pengelompokan “pekerjaan tiang pancang’
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4.3.1.6.2

4.3.1.6.3

SALINAN

dengan urutan “B” di kelompok HTrestle”
yang seharusnya dalam Rencana Kerja dan
Syarat adalah “A” antara Terlapor Il (PT
Tanjung Nusa Persada) dan Terlapor IV (PT
Penata Karya Keluarga Utama). Seharusnya
kesamaan dokumen penawaran tersebut tidak
terjadi, karena Panitia hanya memberikan
format penyusunan dokumen penawaran
kepada peserta tender kecuali format
penulisan penawaran, metode pelaksanaan,

dan jadwal pelaksanaan;

Bahwa dalam tanggapan terhadap Laporan
Dugaan Pelanggaran yang diserahkan kepada
Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi
Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 21 Juni
2011, Terlapor | (PT  Budiindah
Muliamandiri) menyatakan tidak tahu menahu
mengenai adanya kesamaan dokumen tender
antara  Terlapor | (PT  Budiindah
Muliamandiri), Terlapor 1l (PT Triperkasa
Aminindah), dan Terlapor V (PT Kharisma
Tropisindo Makmur Abadi) karena semua
pembuatan dokumen prakualifikasi dan
dokumen penawaran harga diserahkan kepada

staf Terlapor | (PT Budiindah Muliamandiri);

Bahwa dalam tanggapan Laporan Dugaan
Pelanggaran yang diserahkan kepada Majelis
Komisi dalam Sidang Majelis Komisi

Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 21 Juni
2011, Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga
Utama) menyatakan tidak mengetahui dan

tidak pernah mendapat laporan mengenai
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43.1.6.4

4.3.1.6.5

4.3.1.6.6

SALINAN

Pelelangan Pembangunan Pelabuhan Laut
Samboja oleh pimpinan cabang Terlapor IV

(PT Penata Karya Keluarga Utama), yaitu

Alfian Noor;

Bahwa dalam tanggapan terhadap Laporan
Dugaan Pelanggaran yang diserahkan kepada
Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi
Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 28 Juni
2011, Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo
Makmur Abadi) menyatakan tidak pernah
mengikuti dan bukan peserta prakualifikasi
dan tidak pernah mengajukan dan/atau
menyerahkan dokumen penawaran dalam
proses Tender Pekerjaan Pembangunan Laut
Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu
di Kecamatan Kota Bangun di Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun Anggaran 2009;

Bahwa fakta persidangan tanggal 3 Oktober
2011, Terlapor Il (PT Triperkasa Aminindah)
menyatakan  tidak  mengetahui  kalau
perusahaannya mengikuti proses Tender
Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja,
Pembangunan Pelabuhan Terpadu di
Kecamatan Kota Bangun di Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran 2009 dan menyatakan
bahwa dokumen penawaran Terlapor II (PT

Triperkasa Aminindah) adalah dokumen

palsu;

Bahwa fakta persidangan tanggal 5 Oktober
2011, Ahli menyatakan apabila ditemukan
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4.3.1.6.7

4.3.1.6.8

4.3.1.6.9

SALINAN

adanya format jadwal pekerjaan yang sama
antara dua perusahaan atau lebih maka
dokumen tersebut patut dicurigai.
Berdasarkan temuan tersebut, Panitia
seharusnya melakukan Klarifikasi terlebih
dahulu. Apabila terdapat indikasi bahwa
penawaran yang masuk mencerminkan
persaingan usaha tidak sehat maka Panitia

hendaknya membatalkan tender; ----------------

Bahwa selama persidangan, Terlapor 1l (PT
Tanjung Nusa Persada) tidak pernah hadir
memenuhi panggilan Sidang Majelis Komisi
dan tidak pernah memberikan tanggapan

terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; -------

Bahwa tanggapan dari Terlapor | (PT
Budiindah Muliamandiri), Terlapor II (PT
Triperkasa Aminindah), Terlapor IV (PT
Penata Karya Keluarga Utama), dan Terlapor
V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi)
tidak memiliki bukti yang kuat untuk
menyangkal persekongkolan horisontal
sebagaimana yang didalilkan dalam Laporan

Dugaan Pelanggaran;

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa terdapat cukup bukti adanya
persekongkolan horisontal antara Terlapor |
(PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor Il (PT
Triperkasa Aminindah), Terlapor IV (PT
Penata Karya Keluarga Utama), dan Terlapor
V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi);
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SALINAN

4.3.1.7 Bahwa selanjutnya berkaitan dengan hal tersebattadi,

Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagaikiogri

43.1.7.1

4.3.1.7.2

4.3.1.7.3

4.3.1.7.4

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen
diketahui bahwa dalam dokumen penawaran
Terlapor | (PT Budiindah Muliamandiri),
Terlapor 1l (PT Triperkasa Aminindah), dan
Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo

Makmur Abadi) terdapat kesamaan jadwal

pelaksanaan;

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen
diketahui dalam dokumen penawaran
Terlapor | (PT Budiindah Muliamandiri),
Terlapor 1l (PT Triperkasa Aminindah), dan
Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo
Makmur  Abadi) terdapat kesalahan
pengetikan “Asbuirl”  dalam  jadwal
pelaksanaan  pekerjaan, daftar harga

operasional/sewa satuan alat serta format

metode pelaksanaan;

Bahwa berdasarkan tanggapan Terlapor | (PT
Budiindah Mulimandiri) dokumen
prakualifikasi dan dokumen penawaran PT
Budiindah Muliamandiri disusun oleh staf PT

Budiindah Muliamandiri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang
Majelis Komisi Pemeriksaan Terlapor Il (PT
Triperkasa Aminindah), Terlapor 1l (PT
Triperkasa Aminindah) menyatakan bahwa

dokumen  penawaran PT  Triperkasa

Aminindah adalah palsu;
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4.3.2

4.3.1.7.5

4.3.1.7.6

4.3.1.7.7

4.3.1.7.8

43.2.1.1

SALINAN

Bahwa pernyataan Terlapor Il (PT Triperkasa
Aminindah) tersebut diperkuat dengan
dibubuhkannnya pernyataan Amin Gunawan
selaku Direktur Utama PT Triperkasa
Aminindah pada dokumen penawaran PT

Triperkasa Aminindah yang dinyatakan palsu;

Bahwa atas keterangan yang disampaikan
oleh Terlapor Il (PT. Triperkasa Aminindah)
tersebut, Majelis Komisi menilai keterangan
dari Terlapor Il (PT Triperkasa Aminindah)
tidak dapat membuktikan bahwa Terlapor I
(PT Triperkasa Aminindah) tidak mengikuti

tender hingga proses penetapan pemenang

tender;

Bahwa Majelis Komisi menilai bahwa
dokumen tender yang ada menunjukkan
keikutsertaan Terlapor Il (PT Triperkasa

Aminindah) hingga proses penetapan

pemenang tender;

Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I

(PT Triperkasa Aminindah) tidak dapat
membuktikan bahwa dokumen penawaran
Terlapor Il (PT Triperkasa Aminindah) adalah

dokumen yang dipalsukan oleh pihak lain; ----

Bahwa persekongkolan horisontal antara TerlapofRAT Tanjung
Nusa Persada) dan Terlapor IV (PT Penata KaryaafgiuUtama)
adalah sebagai berikut;

4.3.2.1 Bahwa dugaan pelanggaran menyatakan;,-------——-

Bahwa terdapat persekongkolan horisontal
antara PT Tanjung Nusa Persada dan PT

Penata Karya Keluarga Utama; ------------------
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SALINAN

4.3.2.2 Bahwa Terlapor Ill (PT Tanjung Nusa Persada) tidak
menyampaikan tanggapan atas Laporan Dugaan

Pelanggaran serta tidak menyampaikan kesimpulaf:---

4.3.2.3 Bahwa dalam tanggapan Terlapor IV (PT Penata Karya
Keluarga Utama) terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran

menyatakan hal-hal sebagai berikut;

4.3.2.3.1 PT Penata Karya Keluarga Utama Pusat
sebelumnya tidak mengetahui sama sekali
terkait adanya dugaan pelanggaran terkait
lelang pembangunan  Pelabuhan Laut

Samboja;

4.3.2.3.2 PT Penata Karya Keluarga Utama telah
mengirimkan surat undangan kepada Sdr.
Alfian NH selaku pimpinan cabang PT Penata
Karya Keluarga Utama Kalimantan Timur
untuk datang ke Jakarta guna menjelaskan
semua hal yang Dberlangsung terkait
pelelangan Pembangunan Pelabuhan Laut
Samboja. Adapun undangan tersebut kami
maksudkan agar kami dapat lebih lengkap lagi
mendengar dan meneliti berkas-berkas guna
mengambil kesimpulan terkait permasalahan
ini, dikarenakan sejak dibukanya cabang PT
Penata Karya Keluarga Utama Kalimantan
Timur yang dipimpin oleh Sdr. Alfian NH
belum pernah tercatat mengirimkan laporan-
laporan sebagaimana diwajibkan kepadanya
sesuai isi dari minuta akta pembukaan kantor

cabang;
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SALINAN

4.3.2.4 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor IV (PT Penata

Karya Keluarga Utama) menyampaikan kesimpulan

sebagai berikut ;

43.24.1

4.3.24.2

4.3.24.3

4.3.2.4.4

4.3.2.4.5

Bahwa benar PT Penata Karya Keluarga
Utama memiliki kantor cabang yang
berkedudukan di Kota Samarinda Provinsi
Kalimantan Timur dan mengangkat Sdr.
Alfian  NH sebagai Direktur Cabang
sebagaimana tertuang dalam minuta akte
Nomor 31 Notaris Dana Sasmita, S.H.
Tanggal 5 Desember 2007 tentang
Pembukaan Cabang, Pengangkatan dan Kuasa

PT Penata Karya Keluarga Utama; -------------

Bahwa tugas, peran dan fungsi dari Direktur
Cabang dalam menjalankan operasional
perusahaan adalah terbatas sebagaimana

tertera dalam akta minuta dimaksud; -----------

Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama
tidak pernah mendapat laporan kegiatan dari
Sdr. Alfian NH;

Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama
tidak dapat disebut sebagai pelaku aktif pada

dugaan persekongkolan baik vertikal maupun

horisontal pada perkara ini;

Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama
tidak saling mengenal dengan Terlapor | (PT
Budiindah Muliamandiri), Terlapor II (PT
Triperkasa Aminindah), Terlapor Il (PT
Tanjung Nusa Persada), Terlapor V (PT
Kharisma Tropisindo Makmur Abadi), dan

Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan
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4.3.2.4.6

SALINAN

Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan
Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota
Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten

Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009); ---

Bahwa perilaku pribadi di luar tugas pokok
dan fungsi Sdr. Alfian NH tidak menjadi
tanggung jawab dari PT Penata Karya

Keluarga Utama,;

4.3.2.5 Bahwa dalam Kesimpulannya, Investigator menyimpulka

sebagai berikut;

4.3.2.5.1

4.3.2.5.2

4.3.2.5.3

Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran
dinyatakan jadwal pelaksanaan pekerjaan
dalam dokumen penawaran Terlapor Il (PT
Tanjung Nusa Persada) dan Terlapor IV (PT
Penata Karya Keluarga Utama)

ditandatangani oleh orang yang sama yaitu

Alfian Noor;

Bahwa dalam tanggapan terhadap Laporan
Dugaan Pelanggaran yang diserahkan kepada
Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi
Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 21 Juni
2011, Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga
Utama) menyatakan tidak mengetahui dan
tidak pernah mendapat laporan mengenai
Pelelangan Pembangunan Pelabuhan Laut
Samboja oleh pimpinan cabang Terlapor IV
(PT Penata Karya Keluarga Utama), yaitu

Alfian Noor;

Bahwa selama persidangan, Terlapor 1l (PT
Tanjung Nusa Persada) tidak pernah hadir

memenuhi panggilan Sidang Majelis Komisi
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4.3.2.5.4

4.3.2.5.5

SALINAN

dan tidak pernah memberikan tanggapan

terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; -------

Bahwa mengingat Terlapor Ill (PT Tanjung
Nusa Persada) tidak memberikan tanggapan
terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan
setelah membaca tanggapan dari Terlapor IV
(PT Penata Karya Keluarga Utama) tersebut,
Investigator menilai dalil yang diajukan
Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga
Utama) tidak memiliki bukti yang kuat untuk
menyangkal persekongkolan horisontal

sebagaimana yang didalilkan dalam Laporan

Dugaan Pelanggaran;

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa terdapat cukup bukti adanya
persekongkolan horisontal dalam bentuk
persaingan semu antara Terlapor 1lI (PT
Tanjung Nusa Persada) dan Terlapor IV (PT

Penata Karya Keluarga Utama);

4.3.2.6 Bahwa selanjutnya berkaitan dengan hal tersebuaitadi,

Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagaikioeri

4.3.2.6.1

4.3.2.6.2

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen
diketahui bahwa dalam dokumen penawaran
Terlapor Il (PT Tanjung Nusa Persada) dan
Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga

Utama) ditandatangani oleh orang yang sama

yaitu Alfian Noor Hadi;

Bahwa dalam pemeriksaan, Terlapor IV (PT
Penata Karya Keluarga Utama) mengakui

Alfian Noor Hadi merupakan pimpinan
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4.3.2.6.3

4.3.2.6.4

4.3.2.6.5

SALINAN

cabang PT Penata Karya Keluarga Utama

Kalimantan Timur;

Bahwa Alfian Noor yang dimaksud dalam
Laporan Dugaan Pelanggaran adalah pihak
yang sama dengan Alfian NH sebagaimana
dimaksud oleh Terlapor IV (PT Penata Karya
Keluarga Utama) sesuai dengan identitas
Alfian Noor Hadi sebagaimana terlampir
dalam Dokumen Prakualifikasi dan Dokumen

Penawaran Terlapor IV (PT Penata Karya

Keluarga Utama);

Bahwa pernyataan Terlapor IV (PT Penata
Karya Keluarga Utama) yang menyatakan
tidak mengetahui sama sekali terkait adanya
dugaan pelanggaran terkait lelang
pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, tidak
dapat dijadikan alasan Terlapor IV (PT Penata
Karya Keluarga Utama) untuk menyatakan

tidak terlibat dalam proses tendequg-------

Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan
pada Laporan Dugaan Pelanggaran terdapat
dugaan upaya pengaturan tender diantara
Terlapor | (PT Budiindah Muliamandiri),
Terlapor 1l (PT Triperkasa Aminindah),
Terlapor Il (PT Tanjung Nusa Persada,
Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga
Utama), dan Terlapor V (PT Kharisma
Tropisindo Makmur Abadi) dalam bentuk
nomor seri jaminan penawaran dari Asuransi
Parolamas yang berurutan sebagai berikut
1886383, 1886384, 1886386, 1886387,
1886389;
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4.3.3

4.3.2.6.6

4.3.2.6.7

SALINAN

Bahwa Majelis Komisi menilai nomor seri
jaminan penawaran yang berurutan dan/atau
berdekatan diantara para Terlapor merupakan

upaya untuk melakukan kerjasama antara para

Terlapor;

Bahwa penetapan harga dalam dokumen
penawaran Terlapor Ill (PT Tanjung Nusa
Persada) dan Terlapor IV (PT Penata Karya
Keluarga Utama) yang ditandatangani oleh
pihak yang sama, yaitu Alfian Noor dengan
nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan
Terlapor | (PT Budiindah Muliamandiri),

merupakan  suatu  kesengajaan  untuk
menciptakan persaingan semu diantara
Terlapor | (PT Budiindah Muliamandiri),

Terlapor 1l (PT Tanjung Nusa Persada), dan
Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga

Utama);

Bahwa persekongkolan horisontal antara Terlap®T Budiindah

Muliamandiri), Terlapor 1l (PT Tanjung Nusa Peraaddan
Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) ateh

sebagai berikut;

4.3.3.1 Bahwa dugaan pelanggaran menyatakan;-------——-

433.1.1

Bahwa terdapat kemiripan tulisan
penandatanganan daftar hadir pendaftaran dan
pengambilan  dokumen  mewakili PT
Budiindah Muliamandiri, PT Tanjung Nusa
Persada, dan PT Kharisma Tropisindo
Makmur Abadi;
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4.3.3.2

4.3.3.3

4.3.3.4

SALINAN

Bahwa dalam tanggapan Terlapor | (PT Budiindah &uli

Mandiri) terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran

menyatakan hal-hal sebagai berikut;

4.3.3.2.1 Bahwa setelah diteliti penulisan pada daftar
hadir dan pengambilan dokumen antara PT
Budiindah  Muliamandiri, PT Kharisma
Tropisindo Makmur Abadi, dan PT Tanjung
Nusa Persada adalah berbeda satu sama

lainnya;

Bahwa Terlapor Ill (PT Tanjung Nusa Persada) tidak
menyampaikan tanggapan atas Laporan Dugaan
Pelanggaran;

Bahwa dalam tanggapan Terlapor V (PT Kharisma
Tropisindo Makmur Abadi) terhadap Laporan Dugaan

Pelanggaran menyatakan hal-hal sebagai berikut;-—---

4.3.3.4.1 Bahwa perseroan terbatas PT Kharisma
Tropisindo Makmur Abadi adalah bukan
dan/atau berbeda dengan perseroan terbatas
PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi dari
aspek legalitas sebuah perseroan sebagaimana

badan hukum;

4.3.3.4.2 Bahwa perseroan terbatas PT Kharisma
Tropisindo Makmur Abadi tidak pernah
mengikuti dan bukan peserta prakualifikasi
dan tidak pernah mengajukan dan/atau
menyerahkan dokumen penawaran dalam
proses Tender Pekerjaan Pembangunan
Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan
Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota

Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten
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4.3.3.4.3

SALINAN

Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun

Anggaran 2009;

Bahwa perseroan terbatas PT Kharisma
Tropisindo Makmur Abadi tidak terkait dan

tidak terafiliasi dengan perseroan terbatas PT
Kharisma Troposindo Makmur Abadi sebagai

Terlapor V terkait dugaan pelanggaran dalam
proses Tender Pekerjaan Pembangunan
Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan
Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota
Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten
Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun

Anggaran 2009; (disesuaikan); ------------------

4.3.3.5 Bahwa Terlapor | (PT Budiindah Muliamandiri), Terta
Il (PT Tanjung Nusa Persada) dan Terlapor V (PT

4.3.3.6

Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) tidak menyampaika

Kesimpulan;

Bahwa dalam Kesimpulannya, Investigator menyimpulka

sebagai berikut;

4.3.3.6.1

4.3.3.6.2

Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran
dinyatakan terdapat kemiripan tanda tangan
pada daftar hadir pendaftaran dan
pengambilan dokumen mewakili Terlapor |
(PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor 1l
(PT Tanjung Nusa Persada), dan Terlapor V
(PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi); ---

Bahwa dalam penelitian berkas perkara,
Investigator menemukan adanya kemiripan
tanda tangan dalam pendaftaran dan
pengambilan dokumen Terlapor | (PT
Budiindah Muliamandiri), Terlapor 1l (PT
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4.3.3.6.3

4.3.3.6.4

4.3.3.6.5

SALINAN

Tanjung Nusa Persada), dan Terlapor V (PT
Kharisma Tropisindo Makmur Abadi); --------

Bahwa dalam tanggapan terhadap Laporan
Dugaan Pelanggaran yang diserahkan kepada
Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi
Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 21 Juni
2011 Terlapor | (PT Budiindah Muliamandiri)
membantah adanya kemiripan tanda tangan
pada daftar hadir pendaftaran dan
pengambilan dokumen mewakili Terlapor |
(PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor 1l
(PT Tanjung Nusa Persada), dan Terlapor V
(PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi); ---

Bahwa dalam tanggapan terhadap Laporan
Dugaan Pelanggaran yang diserahkan kepada
Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi
Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 28 Juni
2011, Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo
Makmur Abadi) menyatakan tidak pernah
mengikuti dan bukan peserta prakualifikasi
dan tidak pernah mengajukan dan/atau
menyerahkan dokumen penawaran dalam
proses Tender Pekerjaan Pembangunan Laut
Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu
di Kecamatan Kota Bangun di Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran 2009;

Bahwa selama persidangan Terlapor 1l (PT
Tanjung Nusa Persada) tidak pernah hadir
memenuhi panggilan Majelis Komisi dan

tidak pernah memberikan tanggapan terhadap

Laporan Dugaan Pelanggaran;-------------------
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4.3.3.6.6

SALINAN

Bahwa mengingat Terlapor Ill (PT Tanjung
Nusa Persada) tidak memberikan tanggapan
terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan
setelah membaca tanggapan dari Terlapor |
(PT Budiindah Muliamandiri) dan Terlapor V
(PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi)
tersebut, Investigator menilai dalil yang
diajukan  Terlapor | (PT Budiindah
Muliamandiri) dan Terlapor V (PT Kharisma
Tropisindo Makmur Abadi) tidak memiliki
bukti yang kuat untuk menyangkal
persekongkolam horisontal sebagaimana

didalilkan dalam Laporan Dugaan

Pelanggaran;

4.3.3.7 Bahwa selanjutnya berkaitan dengan hal tersebattadi,

Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagaikioeri

43.3.7.1

4.3.3.7.2

Bahwa terkait tanggapan Terlapor V (PT
Kharisma  Tropisindo Makmur  Abadi)
mengenai identitas telah dijelaskan oleh
Majelis Komisi pada Bagian Tentang Hukum

point nomor 2 bagian tentang Identitas

Terlapor;

Bahwa dalam proses Pemeriksaan, dalam
penelitan  berkas perkara, Investigator
menemukan adanya kemiripan tanda tangan
dalam pendaftaran dan pengambilan dokumen
Terlapor | (PT Budiindah Muliamandiri),

Terlapor 1l (PT Tanjung Nusa Persada), dan
Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo

Makmur Abadi);

halaman 78 dari 118



4.3.4

SALINAN

4.3.3.7.3 Bahwa atas Laporan Dugaan Pelanggaran,
tanggapan Para Terlapor, hasil penelitian
berkas perkara oleh Investigator, maka
Majelis Komisi berpendapat, kemiripan
tulisan  penandatanganan daftar  hadir
pendaftaran dan pengambilan dokumen yang
mewakili PT Budiindah Muliamandiri, PT
Tanjung Nusa Persada, dan PT Kharisma
Tropisindo Makmur Abadi tidak dibuktikan

secara memadai dan meyakinkan;---------------

Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran terdapabdugpaya
pengaturan tender diantara Terlapor | (PT Budiindatiamandiri),
Terlapor Il (PT Triperkasa Aminindah),Terlapor (PT Tanjung
Nusa Persada, Terlapor IV (PT Penata Karya Keludigana), dan
Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi)ata bentuk
nomor seri jaminan penawaran dari Asuransi Pardaryang
berurutan sebagai berikut 1886383, 1886384, 18863886387,
1886389;

4.3.4.1 Bahwa Terlapor | (PT Budiindah Muliamandiri) dalam

Tanggapannya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran

menyatakan sebagai berikut:

43.41.1 PT Budiindah Muliamandiri tidak tahu
menahu mengenai nomor urut yang berurutan
pada jaminan penawaran karena penomoran
tersebut adalah hak dari PT Asuransi
Parolamas, PT Budiindah Muliamandiri
hanya memasukkan permohonan kepada
pihak PT Asuransi Parolamas untuk dibuatkan
jaminan penawaran pada paket pekerjaan
Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja untuk

dan atas nama perusahaan PT Budiindah

Muliamandiri;
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4.3.5

4.3.4.2

SALINAN

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan hal tersebattadi,

Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagaikiogri

4.3.4.2.1 Bahwa Majelis Komisi menilai nomor seri
jaminan penawaran dari PT Asuransi
Parolamas  yang berurutan dan/atau
berdekatan menunjukkan bahwa pengurusan
jaminan penawaran dilakukan oleh Terlapor |
(PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor Il (PT
Triperkasa Aminindah), Terlapor Il (PT
Tanjung Nusa Persada), Terlapor IV (PT
Penata Karya Keluarga Utama), dan Terlapor
V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi)

melalui orang yang sama;

Bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai setidgi gang

ada serta berdasarkan pemeriksaan Sidang MajehsisKderkait

dengan dugaan persekongkolan horisontal yang ditgakoleh para

Terlapor, maka Majelis Komisi menyimpulkan sebamgikut; ------

4.35.1

4.3.5.2

Bahwa telah terjadi persekongkolan horisontal @ignt
Terlapor | (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor (PT
Triperkasa Aminindah), Terlapor V (PT Kharisma
Tropisindo Makmur Abadi) dalam bentuk penyusunan
dokumen secara bersama-sama untuk memenangkan
Terlapor | (PT Budiindah Muliamandiri) dalam proses

tender;

Bahwa telah terjadi persekongkolan horisontal @iant
Terlapor 1l (PT Tanjung Nusa Persada) dan Terldpor
(PT Penata Karya Keluarga Utama) untuk memenangkan
Terlapor | (PT Budiindah Muliamandiri) dalam bentuk
kesengajaan untuk memberikan penawaran yang lebih
tinggi dari Terlapor | (PT Budiindah Muliamandirintuk
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5. Tentang Persekongkolan Vertikal;

5.1

5.2

4.3.5.3

4.3.5.4

4.3.5.5

SALINAN

memfasilitasi Terlapor | (PT Budiindah Muliamaniri

memenangkan tender;

Bahwa dugaan persekongkolan diantara Terlapor | (PT
Budiindah Muliamandiri), Terlapor 1ll (PT TanjunguNa

Persada) dan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo
Makmur Abadi) yang dilakukan berdasarkan dugaan
kemiripan tulisan penandatanganan daftar hadir

pendaftaran dan pengambilan dokumen tidak terbukik,

Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan bahwa nomor seri
jaminan penawaran yang berurutan dan/atau berdekata
serta materai yang tidak dibubuhi tanggal sesuagaie
perintah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang
Bea Materai diantara para Terlapor merupakan upaya
untuk melakukan kerjasama antara para Terlaporkuntu

memenangkan Terlapor | (PT Budiindah Muliamandiri)

dalam proses tender;

Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi
persekongkolan horisontal diantara Terlapor | (PT
Budiindah Muliamandiri), Terlapor Il (PT Triperkasa
Aminindah), Terlapor Ill (PT Tanjung Nusa Persada),
Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga Utama), dan
Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi)
untuk memenangkan Terlapor | (PT Budiindah

Muliamandiri) dalam proses tender;

Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkeldikal adalah
persekongkolan yang terjadi antara salah satubetaerapa pelaku usaha atau
penyedia barang dan jasa dengan panitia tender aitia lelang atau

pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pepélegrjaan; -----------------

Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkihgan persekongkolan
vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor adakbegyai berikut; --------------
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5.2.1 Bahwa persekongkolan vertikal antara Terlapor VanjRa Tender

Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, PembangunahuRah

Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhudming

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2@@hgan Para

Terlapor adalah sebagai berikut:

5.2.1.1 Bahwa dugaan pelanggaran menyatakan;-------——-

52111

5.2.1.1.2

5.2.1.1.3

Bahwa Panitia telah menggugurkan PT
Gunakarya Nusantara yang tidak
melampirkan dokumen pernyataan tidak
masuk daftar hitam, sedangkan di lain hal
Panitia tetap meluluskan PT Kharisma
Tropisindo Makmur Abadi dan PT Budiindah
Muliamandiri meskipun tidak melampirkan

pernyataan tidak masuk daftar hitam; ----------

Bahwa Panitia telah menggugurkan PT
Wijaya Karya (Persero) dengan alasan tidak
melampirkan pengesahan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk akta-
akta perusahaan yang dilampirkan, sedangkan
di lain pihak Panitia tetap meluluskan PT
Kharisma  Tropisindo  Makmur  Abadi

meskipun tidak melampirkan bukti

pengesahan dari Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia terhadap akta-akta yang

dilampirkan;

Bahwa Panitia dengan sengaja memfasilitasi
pihak yang sama dalam penandatanganan
daftar hadir pendaftaran dan pengambilan
dokumen atas PT Budiindah Muliamandiri,

PT Tanjung Nusa Persada danPT Kharisma

Tropisindo Makmur Abadi, dimana Panitia

halaman 82 dari 118



SALINAN

seharusnya mengetahui jika daftar hadir
tersebut dibuat oleh pihak yang sama karena

pengisian daftar hadir disaksikan oleh Panitia;

5.2.1.1.4 Bahwa Panitia sengaja meluluskan PT Penata
Karya Keluarga Utama walaupun secara
administrasi dokumen penawaran
ditandatangani oleh pihak yang tidak
memiliki kewenangan untuk menandatangani
yaitu Alfian Noor, yang dikuatkan oleh

anggaran dasar perusahaan dan surat kuasa

dari direktur;

5.2.1.1.5 Bahwa Panitia diduga sengaja meluluskan PT
Budiindah Muliamandiri walaupun tidak

melampirkan pengalaman pekerjaan; -----------

5.2.1.1.6 Bahwa Panitia tidak melakukan pengecekan
terhadap dokumen penawaran PT Budiindah
Muliamandiri sehingga dalam penilaian
kualifikasi yang dilakukan Panitia disebutkan
pengalaman pekerjaannya adalah
“pembangunan teluk kapang” dengan nilai
kontrak Rp 33.495.254.100,00 (tiga puluh tiga
miliar empat ratus sembilan puluh lima juta
dua ratus lima puluh empat ribu seratus
rupiah) yang nilainya sama persis dengan nilai
kontrak dari PT Triperkasa Aminindah untuk

“pelabuhan perikanan pantai”;-------------------

5.2.1.2 Bahwa dalam tanggapan Terlapor | (PT Budiindah &uli

Mandiri) terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran

menyatakan hal-hal sebagai berikut:

5.2.1.2.1 Bahwa setelah memeriksa dokumen PT

Budiindah Muliamandiri dan menanyakan
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5.2.1.2.3
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kepada Panitia ternyata pengalaman yang
dimasukkan  dalam  dokumen lelang
prakualifikasi adalah senilai Rp
23.266.425.000,00 (dua puluh tiga miliar dua
ratus enam puluh enam juta empat ratus dua
puluh lima ribu rupiah) pada paket pekerjaan

Pembangunan Pelabuhan Amuk Bali; ----------

Bahwamengenai kesamaan/kemiripan tulisan
penandatangan daftar hadir pendaftaran dan
pengambilan dokumen yang mewakili PT
Budiindah  Muliamandiri, PT Kharisma
Tropisindo Makmur Abadi, dan PT Tanjung
Nusa Persada adalah tidak benar, karena

setelah diteliti antara perwakilan satu dengan

yang lain tidak sama;

Bahwa tuduhan yang ditujukan pada PT
Budiindah Muliamandiri tidak
mencantumkan/melampirkan pernyataan tidak
masuk daftar hitam adalah tidak benar karena
setelah dilakukan pengecekan pada dokumen
prakualifikasi PT Budiindah Muliamandiri
ternyata pernyataan tidak masuk dalam daftar
hitam ada dalam dokumen prakualifikasi PT

Budiindah Muliamandiri;

5.2.1.3 Bahwa dalam tanggapan Terlapor Il (PT Triperkasa

Aminindah)

menyatakan hal-hal sebagai berikut;

5.2.1.31

terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran

Bahwa  pengalaman  pekerjaan  yang
disebutkan dalam Laporan Dugaan
Pelanggaran memang benar adalah

pengalaman yang diperoleh PT Triperkasa
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Aminindah pada paket-paket pekerjaan
Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai
dengan nilai keseluruhan Rp
33.495.254.100,00 (tiga puluh tiga miliar
empat ratus sembilan puluh lima juta dua
ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah); --

Bahwa PT Triperkasa Aminindah dalam

proses kegiatan pengadaan penyedia jasa
untuk paket pekerjaan Pembangunan Laut
Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu
di Kecamatan Kota Bangun di Dinas

Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran 2009 hanya mengikuti

sampai dengan pemasukan prakualifikasi saja,
adapun kegiatan lainnya termasuk pemasukan
dokumen penawaran sampai dengan
pengumuman pemenang lelang PT Triperkasa

Aminindah tidak mengetahuinya;

5.2.1.4 Bahwa Terlapor Il (PT Tanjung Nusa Persada) tidak

5.2.1.5

manyampaikan tanggapan atas Laporan Dugaan

Pelanggaran;

Bahwa dalam tanggapan Terlapor IV (PT Penata Karya

Keluarga Utama) terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran

menyatakan hal-hal sebagai berikut:

5.2.15.1

Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama
telah mengirimkan surat undangan kepada
Sdr. Alfian NH selaku pimpinan cabang PT
Penata Karya Keluarga Utama Kalimantan
Timur untuk datang ke Jakarta guna
menjelaskan semua hal yang berlangsung

terkait pelelangan Pembangunan Pelabuhan
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Laut Samboja. Adapun undangan tersebut
kami maksudkan agar kami dapat lebih
lengkap lagi mendengar dan meneliti berkas-
berkas guna mengambil kesimpulan terkait
permasalahan ini, dikarenakan sejak
dibukanya cabang PT Penata Karya Keluarga
Utama Kalimantan Timur yang dipimpin oleh

Sdr. Alfian NH belum pernah tercatat

mengirimkan laporan-laporan sebagaimana
diwajibkan kepadanya sesuai isi dari minuta

akta pembukaan kantor cabang; -----------------

Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama
Pusat sebelumnya tidak mengetahui sama
sekali terkait adanya dugaan pelanggaran
terkait lelang pembangunan Pelabuhan Laut

Samboja tersebut;

5.2.1.6 Bahwa dalam tanggapan Terlapor V (PT Kharisma

Tropisindo Makmur Abadi) terhadap Laporan Dugaan

Pelanggaran menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----

5.2.16.1

Bahwa PT Kharisma Tropisindo Makmur
Abadi tidak pernah mengikuti dan bukan
peserta prakualifikasi dan tidak pernah
mengajukan dan/atau menyerahkan dokumen
penawaran dalam proses Tender Pekerjaan
Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja,
Pembangunan Pelabuhan Terpadu di
Kecamatan Kota Bangun di Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009; ----

5.2.1.7 Bahwa dalam tanggapan Terlapor VI (Panitia Tender

Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan
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Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas

Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun

Anggaran 2009) terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran

menyatakan hal-hal sebagai berikut:

5.2.1.71

5.2.1.7.2

5.2.1.7.3

Bahwa dalam dokumen prakualifikasi asli PT
Kharisma Tropisindo Makmur Abadi, dan PT
Budiindah Muliamandiri melampirkan

pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam; --

Bahwa dalam dokumen prakualifikasi asli PT
Kharisma Tropisindo Makmur Abadi telah
melampirkan bukti pengesahan akte pendirian
perusahaan dari Kementerian Hukum dan
HAM,; --

Bahwa Panitia benar-benar tidak mengetahui
kalau ada daftar hadir yang kemungkinan
memiliki kemiripan dikarenakan pada saat

pendaftaran, penjelasan pekerjaan dan batas
akhir pemasukan penawaran beberapa
kegiatan dilakukan dalam waktu yang

bersamaan dalam ruangan yang sama, dalam
penjelasan pekerjaan secara umum dilakukan
bersama-sama, kemudian secara teknis
dilakukan bergantian dalam ruangan yang
sama, sehingga kalaupun ada kemiripan
tulisan dalam pendaftaran, daftar hadir

penjelasan pekerjaan dan daftar hadir
pemasukan penawaran tidak termonitor oleh
Panitia, dan setelah kami cek bahwa daftar
pengambilan dokumen antara PT Budiindah
Muliamandiri, PT Kharisma Tropisindo

Makmur Abadi, dan PT Tanjung Nusa

Persada adalah orang yang berbeda; ------------
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Bahwa sesuai dokumen asli penandatanganan
surat-surat PT Penata Karya Keluarga Utama,
Sdr. Alfian Noor sebagai direktur cabang dan

sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun
2003, direktur cabang boleh menandatangani

surat-surat tanpa kuasa dari direktur utama; ---

5.2.1.8 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor IV (PT Penata

Karya Keluarga Utama) menyatakan sebagai beriktr—-

5.2.1.81

5.2.1.8.2

Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama
sependapat dengan Investigator tentang
adanya kesengajaan Terlapor VI (Panitia
Tender Pekerjaan Pembangunan Laut
Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu
di Kecamatan Kota Bangun di Dinas

Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran 2009) meluluskan dokumen
PT Penata Karya Keluarga Utama, walaupun

sebenarnya kami sendiri melihat bahwa

seharusnya tidak lulus;

Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama
mencermati dan berkesimpulan, bahwa
Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan

Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan
Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota
Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009)

telah dengan sengaja tidak melaksanakan
tugasnya  dengan baik  sebagaimana
diamanahkan Keputusan Presiden Nomor 80
Tahun 2003;
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5.2.1.8.3 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama
menolak sangkaan sebagai bagian dari
persekongkolan yang inisiatifnya muncul dari
Terlapor | (PT Budiindah Muliamandiri) dan
Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan
Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan
Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota
Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten

Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009); ---

5.2.1.8.4 Bahwa PT Penata Karya Keluarga Utama
tidak dapat disebut sebagai pelaku aktif pada

dugaan persekongkolan baik vertikal maupun

horisontal pada perkara ini;

Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor VI (Panitiademn
Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan
Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun

Anggaran 2009) menyatakan sebagai berikut: ----------

5.2.1.9.1 Bahwa dalam evaluasi dokumen
prakualifikasi asli PT Budiindah
Muliamandiri telah melampirkan pengalaman
pekerjaan antara lain lanjutan pengembangan
Faspel Laut Labuhan Amuk Tahap Il dengan
nilai kontrak sebesar Rp 23.266.425.000,00
(dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh
enam juta empat ratus dua puluh lima ribu
rupiah), namun dalam rekapitulasi evaluasi
ada kesalahan penulisan pengalaman vyaitu
pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Tapang
yang nilainya Rp 23.266.425.000,00 (dua
puluh tiga miliar dua ratus enam puluh enam

juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah); -
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5.2.1.9.3
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Bahwa dalam rekapitulasi evaluasi
pengalaman PT Budiindah Muliamandiri
terdapat kesalahan penulisan nama
pengalaman perusahaan, dalam rekapitulasi
evaluasi yang seharusnya adalah lanjutan
pengembangan Faspel Laut Labuhan Amuk
Tahap Il dengan nilai kontrak Rp
23.266.425.000,00 (dua puluh tiga miliar dua
ratus enam puluh enam juta empat ratus dua
puluh lima ribu rupiah), sedangkan
pengalaman PT Triperkasa Aminindah adalah
pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai
Kontrak Tahun Jamak dengan nilai total
kontrak adalah sebesar Rp 33.495.254.100
(tiga puluh tiga miliar empat ratus sembilan
puluh lima juta rupiah dua ratus lima puluh
empat ribu seratus rupiah) dan tidak ada
kesamaan pengalaman PT Budiindah

Muliamandiri dan PT Triperkasa Aminindah;

Bahwa dalam dokumen prakualifikasi asli PT
Kharisma Tropisindo Makmur Abadi telah
melampirkan bukti pengesahan akte pendirian

perusahaan dari Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia;

Bahwa kemungkinan adanya kekeliruan
Panitia dalam melakukan koreksi, semua
bukan dikarenakan diskriminasi ataupun
untuk memenangkan salah satu perusahaan
melainkan sepenuhnya salah pemahaman
tentang Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun

2003, dan tidak ada unsur kesengajaan; --------
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5.2.1.9.6

5.2.1.9.7

5.2.1.9.8

5.2.1.9.9

SALINAN

Bahwa Panitia benar-benar tidak tahu kalau
terdapat daftar hadir yang kemungkinan
memiliki tulisan yang mirip karena pada
waktu pendaftaran, penjelasan pekerjaan dan
batas akhir pemasukan penawaran, beberapa
kegiatan dilakukan dalam waktu yang

bersamaan dalam ruangan yang sama; ---------

Bahwa dalam penjelasan pekerjaan secara
umum dilakukan bersama-sama, kemudian
secara teknis dilakukan bergantian dalam
ruangan yang sama sehingga kalaupun ada
kemiripan tulisan dalam pendaftaran, daftar
hadir penjelasan pekerjaan dan daftar hadir
pemasukan penawaran tidak termonitor oleh

Panitia;

Bahwa setelah dilakukan pengecekan bahwa
daftar pengambilan dokumen antara PT
Budiindah  Muliamandiri, PT Kharisma
Tropisindo Makmur Abadi, dan PT Tanjung
Nusa Persada adalah orang yang berbeda, jika
pada waktu itu ada kesamaan ataupun ada
kemiripan tulisan, panitia akan melakukan
klarifikasi terhadap tulisan yang dianggap

mirip tersebut;

Bahwa menurut Panitia kemiripan tulisan
belum tentu yang menulis adalah orang yang
sama dan belum tentu pula yang

menadatangani adalah orang yang sama; ------

Bahwa apabila Panitia benar-benar tidak tahu
kalau ada kemungkinan ada kemiripan tanda

tangan sehingga Panitia mengusulkan
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penetapan lulus prakualifikasi kepada
Pengguna Anggaran sesuai hasil koreksi

Panitia;

5.2.1.9.10 Bahwa mengenai kemungkinan terdapat dua
dokumen ditandatangani oleh orang yang
sama, karena dalam mengoreksi dokumen
tidak dilakukan hanya oleh satu orang saja
dan dokumen diperiksa satu persatu dan tidak
membandingkan antara dokumen yang satu
dengan dokumen yang lain sehingga jika

terjadi kemiripan tanda tangan atau tulisan

tidak terdeteksi oleh Panitia;

5.2.1.10Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan

sebagai berikut:

5.2.1.10.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran
telah dinyatakan bahwa Terlapor VI (Panitia
Tender Pekerjaan Pembangunan Laut
Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu
di Kecamatan Kota Bangun di Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran 2009) telah menggugurkan
PT Wijaya Karya (Persero) dengan alasan
tidak melampirkan pengesahan akta perseroan
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, sedangkan di lain pihak Terlapor VI
(Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut
Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu
di Kecamatan Kota Bangun di Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran 2009) tetap meloloskan
Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo

Makmur Abadi) meskipun tidak melampirkan
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bukti pengesahan dari Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia terhadap akta-akta

yang dilampirkan;

Bahwa fakta persidangan tanggal 3 Agustus
2011, Saksi (PT Wijaya Karya) mengakui
lalai melampirkan pengesahan akta perseroan
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia sebagaimana dipersyaratkan dalam
Dokumen Prakualifikasi, namun PT Wijaya
Karya menilai alasan ketiadaan lampiran
pengesahan akta perseroan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia bukan
merupakan hal yang substansial untuk

menggugurkan penawaran peserta tender pada

tahap prakualifikasi;----------=-=-========em---

Bahwa fakta persidangan tanggal 5 Oktober
2011, Ahli  menyatakan  berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
syarat kualifikasi  prakualifikasi hanya
menyatakan isian ada atau tidaknya dokumen
yang dipersyaratkan, tidak boleh meminta
dokumen karena pada prinsipnya Keputusan
Presiden Nomor 80 Tahun 2003
melonggarkan syarat di awal proses

pengadaan agar terjadi kompetisi;---------------

Bahwa fakta persidangan tanggal 20 Oktober
2011, Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan
Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan
Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota
Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009)

menyatakan bahwa Dokumen Rencana Kerja

halaman 93 dari 118



5.2.1.10.5

5.2.1.10.6

SALINAN

dan Syarat (RKS) mensyaratkan peserta
tender untuk melampirkan copy akta

perseroan, namun Terlapor VI (Panitia Tender
Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja,
Pembangunan Pelabuhan  Terpadu di
Kecamatan Kota Bangun di Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran 2009) mengakui tidak
mengetahui bahwa pada saat pengecekan
Dokumen Prakualifikasi, ketidaklengkapan
dokumen tidak dapat dijadikan alasan untuk

menggugurkan peserta tender; -------------------

Bahwa Dberdasarkan fakta-fakta tersebut
Investigator menyimpulkan bahwa Terlapor
VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan
Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan
Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran 2009) telah keliru dalam
melaksanakan evaluasi Dokumen
Prakualifikasi, = sehingga  mengakibatkan
gugurnya peserta tender yang memiliki
potensi;

Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran
dinyatakan Terlapor VI (Panitia Tender
Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja,
Pembangunan Pelabuhan Terpadu di
Kecamatan Kota Bangun di Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran 2009) sengaja memfasilitasi
pihak yang sama dalam menandatangani

daftar hadir pendaftaran dan pengambilan
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dokumen atas nama Terlapor | (PT Budiindah
Muliamandiri), Terlapor Il (PT Tanjung

Nusa Persada), dan Terlapor V (PT Kharisma

Tropisindo Makmur Abadi);

Bahwa dalam tanggapan terhadap Laporan
Dugaan Pelanggaran yang diserahkan kepada
Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi

Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 28 Juni
2011, Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan

Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan
Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota
Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009)

menyatakan tidak mengetahui kalau ada
kemiripan tulisan pada daftar hadir

pendaftaran, penjelasan pekerjaan, dan
pemasukan penawaran karena beberapa
kegiatan dilakukan dalam waktu yang

bersamaan di dalam ruangan yang sama
sehingga apabila terdapat kemiripan tulisan
dalam pendaftaran penjelasan pekerjaan, dan
pemasukan penawaran tidak termonitor oleh
Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan

Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan
Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota
Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten

Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009); ---

Bahwa fakta persidangan tanggal 5 Oktober
2011, Ahli menyatakan bahwa dalam
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
tidak mengatur mengenai pendaftaran,

pengambilan dokumen, dan pemasukan
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dokumen dilakukan oleh orang yang sama,
namun untuk melakukan antisipasi akan
adanya pengaturan tender maka dilakukan
pengecekan terhadap dokumen yang diajukan
olenh orang yang sama sehingga apabila
ditemukan kesamaan dokumen maka

dokumen tersebut patut dicurigai oleh Panitia;

Bahwa dengan fakta tersebut Investigator
menyimpulkan bahwa Terlapor VI (Panitia
Tender Pekerjaan Pembangunan Laut
Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu
di Kecamatan Kota Bangun di Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran 2009) telah dengan sengaja
memfasilitasi pihak yang sama dalam
menandatangani daftar hadir pendaftaran dan
pengambilan dokumen atas nama Terlapor |
(PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor Il
(PT Tanjung Nusa Persada), dan Terlapor V
(PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi); ---

5.2.1.10.10 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran

dinyatakan bahwa Terlapor VI (Panitia
Tender Pekerjaan Pembangunan Laut
Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu
di Kecamatan Kota Bangun di Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran 2009) sengaja meluluskan
Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga
Utama) walaupun secara administrasi
dokumen penawaran ditandatangani oleh
pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk

menandatangani yaitu Alfian Noor, yang
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dikuatkan oleh anggaran dasar perusahaan

dan surat kuasa dari direktur;

5.2.1.10.11 Bahwa dalam penelitian berkas perkara
ditemukan keberadaan Alfian Noor di dua
perusahaan yang mengikuti tender Tender
Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja,
Pembangunan  Pelabuhan  Terpadu di
Kecamatan Kota Bangun di Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran 2009, yaitu Terlapor 11l (PT
Tanjung Nusa Persada), dan Terlapor IV (PT
Penata Karya Keluarga Utama); -----------------

5.2.1.10.12 Bahwa dalam tanggapan terhadap Laporan
Dugaan Pelanggaran yang diserahkan kepada
Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi
Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 28 Juni
2011, Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan
Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan
Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota
Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009)
menyatakan bahwa Alfian Noor merupakan
Direktur Cabang Terlapor IV (PT Penata
Karya Keluarga Utama) dan sesuai Keputusan
Presiden Nomor 80 Tahun 2003 direktur
cabang boleh menandatangani surat-surat

tanpa surat kuasa dari direktur utama,; ----------

5.2.1.10.13 Bahwa fakta persidangan tanggal 5 Oktober
2011, Ahli menyatakan bahwa apabila
ditemukan adanya tanda tangan yang sama
dalam dua perusahaan yang berbeda, maka

panitia tender wajib melakukan klarifikasi
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terlebih dahulu. Apabila terdapat indikasi

bahwa penawaran yang masuk mencerminkan
persaingan usaha tidak sehat, maka panitia
tender hendaknya membatalkan tender dan
panitia tidak dapat beralasan tidak melakukan

klarifikasi karena keterbatasan waktu; ---------

5.2.1.10.14 Bahwa berdasarkan fakta tersebut Investigator
menyimpulkan bahwa Terlapor VI (Panitia
Tender Pekerjaan Pembangunan Laut
Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu
di Kecamatan Kota Bangun di Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran 2009) telah dengan sengaja
meluluskan dokumen penawaran Terlapor IlI
(PT Tanjung Nusa Persada) dan Terlapor IV
(PT Penata Karya Keluarga Utama),
meskipun kedua peserta tender tersebut
terafiliasi karena kedua dokumen penawaran
tersebut ditandatangani oleh orang yang sama

yaitu Alfian Noor;

5.2.1.11Bahwa Terlapor | (PT Budiindah Mulia Mandiri), Teplor
II (PT Triperkasa Aminindah), Terlapor Il (PT Tamg
Nusa Persada), dan Terlapor V (PT Kharisma Trogdsin

Makmur Abadi) tidak menyampaikan kesimpulan; ------

5.2.1.12Bahwa  selanjutnya  berkaitan dengan dugaan
persekongkolan vertikal tersebut di atas, Majelmmisi

memberikan pertimbangan sebagai berikut; ----——---

5.2.1.12.1 Bahwa berdasarkan bukti dokumen
prakualifikasi asli PT Kharisma Tropisindo
Makmur Abadi, dan PT Budiindah

Muliamandiri, baik PT Kharisma Tropisindo
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Makmur Abadi, dan PT Budiindah
Muliamandiri ternyata melampirkan

pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam; --

Bahwa  berdasarkan  bukti ~ dokumen
prakualifikasi asli PT Kharisma Tropisindo
Makmur Abadi telah melampirkan bukti
pengesahan akte pendirian perusahaan dari

Kementerian Hukum dan HAM; ---------=-—--—-

Bahwa dalam evaluasi dokumen
prakualifikasi asli PT Budiindah
Muliamandiri telah melampirkan pengalaman
pekerjaan antara lain lanjutan pengembangan
Faspel Laut Labuhan Amuk Tahap Il dengan
nilai kontrak sebesar Rp 23.266.425.000,00
(dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh
enam juta empat ratus dua puluh lima ribu
rupiah), namun dalam rekapitulasi evaluasi
ada kesalahan penulisan pengalaman yaitu
pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Tapang
yang nilainya Rp 23.266.425.000,00 (dua
puluh tiga miliar dua ratus enam puluh enam

juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah); -

Bahwa dalam rekapitulasi evaluasi
pengalaman PT Budiindah Muliamandiri
terdapat kesalahan penulisan nama
pengalaman perusahaan, dalam rekapitulasi
evaluasi yang seharusnya adalah lanjutan
pengembangan Faspel Laut Labuhan Amuk
Tahap Il dengan nilai kontrak Rp
23.266.425.000,00 (dua puluh tiga miliar dua
ratus enam puluh enam juta empat ratus dua

puluh lima ribu rupiah), sedangkan
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pengalaman PT Triperkasa Aminindah adalah
pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai
Kontrak Tahun Jamak dengan nilai total
kontrak adalah sebesar Rp 33.495.254.100,00
(tiga puluh tiga miliar empat ratus sembilan
puluh lima juta rupiah dua ratus lima puluh
empat ribu seratus rupiah) dan tidak ada
kesamaan pengalaman PT  Budiindah

Muliamandiri dan PT Triperkasa Aminindah;

Bahwa Saksi (PT Wijaya Karya) mengakui
lalai melampirkan pengesahan akta perseroan
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia sebagaimana dipersyaratkan dalam

dokumen prakualifikasi;

Bahwa Ahli menyatakan hal yang dapat
mengugurkan dokumen prakualifikasi adalah
apabila syarat-syarat yang dicantumkan dalam
isian formulir prakualifikasi tidak dipenuhi,

misalnya ijin usaha sudah tidak berlaku,
kemampuan dasar tidak memenuhi ketentuan,
tidak memiliki tenaga ahli, dan lain-lain,

namun apabila terdapat kekurangan dalam
isian formulir prakualifikasi pada saat

pemasukan dokumen prakualifikasi, panitia
tender wajib memberitahu kepada peserta

tender untuk melengkapinya;

Bahwa Ahli berpendapat terdapat kesalahan
prosedur dikarenakan jangka waktu untuk
memasukkan dokumen prakualifikasi hanya 1
(satu) hari pada jam tertentu sehingga peserta

tender tidak memiliki kesempatan untuk
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melakukan perlengkapan dokumen apabila

ditemukan dokumen yang tidak lengkap; ------

Bahwa Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan
Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan
Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota
Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009)
seharusnya melakukan verifikasi dokumen
penawaran Terlapor Ill (PT Tanjung Nusa
Persada), dan Terlapor IV (PT Penata Karya
Keluarga Utama) yang ditandatangani oleh

pihak yang sama yakni Alfian Noor; -----------

Bahwa Majelis Komisi menilai tidak
dilakukannya verifikasi oleh Terlapor VI
(Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut
Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu
di Kecamatan Kota Bangun di Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran 2009) terhadap dokumen
penawaran Terlapor Ill (PT Tanjung Nusa
Persada) dan Terlapor IV (PT Penata Karya
Keluarga Utama) merupakan upaya Terlapor
VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan
Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan
Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran 2009) untuk memfasilitasi
Terlapor Il (PT Tanjung Nusa Persada) dan
Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga
Utama) mendampingi Terlapor | (PT

Budiindah Muliamandiri) untuk mengikuti

tendera qug
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5.2.1.13Bahwa setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan

Pelanggaran, Tanggapan para Terlapor, Kesimpulaa Pa

Terlapor dan Investigator serta fakta Pemeriksassebut

5.2.1.13.1

5.2.1.13.2

Bahwa Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan
Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan
Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota
Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009)
tidak terbukti memfasilitasi Terlapor | (PT
Budiindah Mulia Mandiri) untuk
memenangkan tender dengan cara meluluskan
Terlapor | (PT Budiindah Mulia Mandiri)
meskipun tidak melampirkan daftar hitam.
Bukti dokumen penawaran asli Terlapor | (PT
Budiindah Mulia Mandiri) menunjukkan
Terlapor | (PT Budiindah Mulia Mandiri)

melampirkan dokumen daftar hitam; -----------

Bahwa dugaan Panitia telah menggugurkan
PT Wijaya Karya (Persero) dengan alasan
tidak  melampirkan  pengesahan  dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
untuk akta-akta perusahaan yang dilampirkan,
sedangkan di lain pihak Panitia tetap
meluluskan PT Kharisma Tropisindo Makmur

Abadi meskipun tidak melampirkan bukti

pengesahan dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia terhadap akta-akta yang
dilampirkan juga tidak terbukti dengan

pengakuan Saksi PT Wijaya Karya (Persero)
yang menyatakan lalai melampirkan dokumen

pengesahan dari Kementerian Hukum dan
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Hak Asasi Manusia serta bukti dokumen
prakualifikasi asli PT Kharisma Tropisindo
Makmur Abadi telah melampirkan bukti
pengesahan akte pendirian perusahaan dari

Kementerian Hukum dan HAM; ------------—-

Bahwa dugaan kesamaan nilai pengalaman
pekerjaan antara Terlapor | (PT Budiindah
Muliamandiri) dan Terlapor Il (PT Triperkasa
Aminindah) berdasarkan bukti dokumen
penawaran asli Terlapor | (PT Budiindah
Muliamandiri) dan Terlapor Il (PT Triperkasa
Aminindah) tidak terbukti adanya kesamaan
nilai pengalaman pekerjaan diantara Terlapor
| (PT Budiindah Muliamandiri) dan Terlapor

Il (PT Triperkasa Aminindah); ------------------

Bahwa Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan
Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan
Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota
Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009)
tidak terbukti memfasilitasi pihak yang sama
dalam  penandatanganan daftar  hadir
pendaftaran dan pengambilan dokumen atas
PT Budiindah Muliamandiri, PT Kharisma

Tropisindo Makmur Abadi, dan PT Tanjung

Nusa Persada;

Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan
Kesimpulan Investigator yang menyatakan
Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan
Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan
Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota

Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten
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Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009)
telah keliru dalam melaksanakan evaluasi
Dokumen Prakualifikasi, sehingga

mengakibatkan gugurnya peserta tender yang

memiliki potensi;

Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan
Ahli yang mengacu pada Keputusan Presiden
Nomor 80 Tahun 2003 mengenai syarat
kualifikasi prakualifikasi hanya menyatakan

isian ada atau tidaknya dokumen yang
dipersyaratkan, tidak boleh meminta dokumen
karena pada prinsipnya Keputusan Presiden
Nomor 80 Tahun 2003 melonggarkan syarat

di awal proses pengadaan agar terjadi

kompetisi;

Bahwa Majelis Komisi menilai tidak
dilakukannya verifikasi oleh Terlapor VI
(Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut
Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu
di Kecamatan Kota Bangun di Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun  Anggaran  2009) terhadap
penandatanganan dokumen penawaran
Terlapor Il (PT Tanjung Nusa Persada) dan
Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga
Utama) merupakan upaya Terlapor VI
(Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut
Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu
di Kecamatan Kota Bangun di Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran 2009) untuk memfasilitasi

Terlapor Il (PT Tanjung Nusa Persada) dan
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Terlapor IV (PT Penata Karya Keluarga
Utama) mendampingi Terlapor | (PT
Budiindah Muliamandiri), Terlapor 1l (PT
Triperkasa Aminindah) dan Terlapor V (PT

Kharisma Tropisindo Makmur Abadi) untuk

mengikuti tendea qug

5.2.1.13.8 Bahwa sesuai dengan bukti dokumen, fakta
dalam Pemeriksaan serta keterangan Ahli,
maka Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan
Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan
Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota
Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009)
terbukti melakukan persekongkolan vertikal
untuk memenangkan Terlapor | (PT

Budiindah Muliamandiri) dalam tender; -------

5.2.1.14Bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai setiap
bukti yang ada serta berdasarkan pemeriksaan Mlajeli
Komisi terkait dengan dugaan persekongkolan vdrtika

yang dilakukan oleh para Terlapor, maka Majelis Kdm

menyimpulkan sebagai berikut;

5.2.1.14.1 Bahwa Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan
Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan
Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota
Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009)
terbukti melakukan persekongkolan vertikal
untuk memenangkan Terlapor | (PT

Budiindah Muliamandiri) dalam tender --------

5.3 Bahwa Majelis Komisi juga melakukan penilaian teldg@a kompetensi

Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunaut LSamboja,
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Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan KotguBadi Dinas

Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Aagga009) dalam

melaksanakan tendarquosebagai berikut:

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

Bahwa Terlapor VI (Panitia Tender Pekerjaan Pemibaaug Laut
Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecankaitan
Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kagarse Tahun
Anggaran 2009) tidak memiliki latar belakang keahldi bidang jasa

konstruksi;

Bahwa dalam pemeriksaan Terlapor VI (Panitia Terldekerjaan
Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhpadtiedi
Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan KabopKigai
Kartanegara Tahun Anggaran 2009) mengakui tidakmifite

keahlian di bidang jasa konstruksi;

Bahwa dalam pemeriksaan Ir. Harun Nurasid, M.M.,T Mselaku
mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten KutataKegara
Tahun 2009 menyatakan susunan kepanitiaan TerlpdqPanitia
Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Penmzangu
Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di DRealsubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 20@3ktisatupun

yang memiliki keahlian di bidang jasa konstruksi;

Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai bahllapor VI

(Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Sanfajabangunan
Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di DRealsubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 20d@ktkompeten

sebagai Panitia Tendarquqg

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-undang Nom&/1999; -------------

6.1

Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5rTa889 berbunyi

sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lantuk mengatur dan

atau menentukan pemenang tender sehingga dapatakieatkan terjadinya

persaingan usaha tidak sehat”
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Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau ktiderjadinya

pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor. 5 Ta888, Inaka Majelis

Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikt

6.2.1 Unsur Pelaku Usaha;

6.2.1.1

6.2.1.2

6.2.1.3

6.2.1.4

6.2.2 Unsur Bersekongkol;

6.2.2.1

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal hd&ngk
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalatang

perorangan atau badan usaha, baik yang berbentwaba

hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupu
bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan

berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi——-

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini
adalah PT Budiindah Muliamandiri sebagaimana dimdks

dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.1 di atas;,—---

Bahwa PT Budiindah Muliamandiri merupakan Badan
Usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergelak da
bidang percetakan dan penerbitan sekaligus mebjual-

buku, alat tulis dan alat-alat keperluan kantonnga,
perkayuan, instalasi listrik, air bersih dan tekepo
pemborongan bangunan, gedung, jalan, jembatamgsirig
dan perdagangan alat-alat dan bahan bangunan,
pengangkutan, perbengkelan, perdagangan, perkebunan

dan pertanian, dan peternakan dan pertanian;----------

Bahwa dengan demikian unsur pelaku usahgenuhi; ---

Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan
Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender
(selanjutnya disebut“Pedoman Pasal 22) adalah

kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengaakp
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lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apajgatam

upaya memenangkan peserta tender tertentu; -

Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol

tersebut dapat berupa:
a. kerjasama antara dua pihak atau lepi3----------------

b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan

tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta

lainnya
c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;

d. menciptakan persaingan semu;

e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya

persekongkolan;

f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun
mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa
tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam

rangka memenangkan peserta tender tertentu; —--

g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara
tender atau pihak terkait secara langsung maupun
tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti

tender, dengan cara melawan hukum; ----------------

Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan PT Budiindah
Muliamandiri yang ditunjukkan dengan adanya kesamaa
jadwal pelaksanaan dan kesalahan pengetikan dalam
dokumen penawaran dengan PT Triperkasa Aminindah da
PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi, merupakan
bentuk persekongkolan horisontal untuk memenangkan

Budiindah Muliamandiri menjadi pemenang tendes----

Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan kesengajaan
Terlapor Il (PT Tanjung Nusa Persada), dan Terldpo

(PT Penata Karya Keluarga Utama) yang memberikan
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penawaran yang lebih tinggi dari Terlapor | (PT Buwthh
Muliamandiri) adalah untuk memfasilitasi TerlapdiPT

Budiindah Muliamandiri) memenangkan tender;--------

Bahwa Majelis Komisi menilai bahwa nomor seri jaarin
penawaran yang berurutan dan/atau berdekatan serta
materai yang tidak dibubuhi tanggal sesuai dengaimtah
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea
Materai diantara para Terlapor merupakan upayakuntu
melakukan kerjasama antara para Terlapor untuk

memenangkan Terlapor | (PT Budiindah Muliamandiri)

dalam proses tender;

Bahwa Majelis Komisi menilai tidak dilakukannya
verifikasi oleh Terlapor VI (Panitia Tender Pekana
Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan
Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhutoung
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009)
terhadap penandatanganan dokumen penawaran Terlapor
[Il (PT Tanjung Nusa Persada) dan Terlapor IV (Rhda
Karya Keluarga Utama) merupakan upaya Terlapor VI
(Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja,
Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota
Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun Anggaran 2009) untuk memfagilitas
Terlapor 1ll (PT Tanjung Nusa Persada) dan Terldpor

(PT Penata Karya Keluarga Utama) mendampingi Terlap

| (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor Il (PT Tepkasa
Aminindah) dan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo
Makmur Abadi) untuk mengikuti tendarquq --------------

Bahwa dengan demikian unsur bersekongggienuhi;---
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6.2.3 Unsur Pihak Lain;-----

6.2.3.1

6.2.3.2

6.24.1

6.2.4.2

SALINAN

Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud nenga

unsur Pihak Lain adalah:

“para pihak (vertikal dan horisontal) yang terlibatalam
proses tender yang melakukan persekongkolan tdvaikr
pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek

hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebtt*---

Bahwa yang dimaksud para pihak dalam perkara ialiatad

PT Triperkasa Aminindah, PT Tanjung Nusa Persada, P
Penata Karya Keluarga Utama, PT Kharisma Tropisindo
Makmur Abadi dan Panitia Tender Pekerjaan
Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan
Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhutoung
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009
sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Hukum but

2.2 sampai dengan 2.6 di atas;

Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau

menentukan pemenang tender adalah:

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam pes

tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk
menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya
dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu
dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan
pemenang tender tersebut antara lain dilakukan wchakel

penetapan kriteria pemenang, persyarataan teknik,

keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagdinya

Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan ca

penyusunan dokumen penawaran PT Budiindah
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6.2.4.3

6.2.4.4

6.2.4.5

SALINAN

Muliamandiri, PT Triperkasa Aminindah, dan PT
Kharisma Tropisindo Makmur Abadi secara bersamaasam
sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butdi 4.

atas;

Bahwa tindakan kesengajaan Terlapor Il (PT Tanjung
Nusa Persada), dan Terlapor IV (PT Penata Karya
Keluarga Utama) yang memberikan penawaran yang lebi
tinggi dari Terlapor | (PT Budiindah Muliamandiapalah

untuk memfasilitasi Terlapor | (PT Budiindah

Muliamandiri) memenangkan tender

Bahwa nomor seri jaminan penawaran yang berurutan
dan/atau berdekatan serta materai yang tidak dihubu
tanggal sesuai dengan perintah Undang-undang NaBior
Tahun 1985 Tentang Bea Materai diantara para Tarlap
merupakan upaya untuk melakukan kerjasama antasa pa

Terlapor untuk memenangkan Terlapor | (PT Budiindah

Muliamandiri) dalam proses tender;

Bahwa tidak dilakukannya verifikasi oleh Terlapol V
(Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja,
Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota
Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun Anggaran 2009) terhadap
penandatanganan dokumen penawaran Terlapor Il (PT
Tanjung Nusa Persada) dan Terlapor IV (PT PenatgaKa
Keluarga Utama) merupakan upaya Terlapor VI (Paniti
Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja,
Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota
Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun Anggaran 2009) untuk memfasilitas
Terlapor 1ll (PT Tanjung Nusa Persada) dan Terldpor
(PT Penata Karya Keluarga Utama) mendampingi Terlap

| (PT Budiindah Muliamandiri), Terlapor Il (PT Tepkasa
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6.2.4.6

SALINAN

Aminindah) dan Terlapor V (PT Kharisma Tropisindo

Makmur Abadi) untuk mengikuti tendarquo; --------------

Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau

menentukan pemenang tentknpenuhi;

6.2.5 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingamausaak sehat; --

6.2.5.1

6.2.5.2

6.2.5.3

6.2.5.4

Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22,

persaingan usaha tidak sehat adalah;

“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan
kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dam ata
jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atauamen

hukum atau menghambat persaingan usaha; ---------—-

Bahwa tindakan PT Budiindah Muliamandiri dalam
melakukan penyusunan dokumen penawaran bersama-
sama dengan PT Triperkasa Aminindah dan PT Kharisma

Tropisindo Makmur Abadi merupakan tindakan yang

menghambat persaingan usaha;

Bahwa tindakan kesengajaan Terlapor Il (PT Tanjung
Nusa Persada), dan Terlapor IV (PT Penata Karya
Keluarga Utama) yang memberikan penawaran yang lebi
tinggi dari Terlapor | (PT Budiindah Muliamandiapalah
untuk memfasilitasi Terlapor | (PT Budiindah
Muliamandiri) memenangkan tender merupakan tindakan

yang menghambat persaingan usaha;

Bahwa nomor seri jaminan penawaran yang berurutan
dan/atau berdekatan diantara para Terlapor meraopaka
upaya untuk melakukan kerjasama antara para Terlapo
untuk memenangkan Terlapor | (PT Budiindah
Muliamandiri) dalam proses tender merupakan tindaka

yang menghambat persaingan usaha;
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Tentang Kesimpulan Majelis Komisi;

SALINAN

6.2.5.5 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan

terjadinya persaingan usaha tidak sedgtenuhi;----------

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan udhiatas, Majelis Komisi

sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

7.1

7.2

7.3

7.4

Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Horigbgang dilakukan oleh
PT Budiindah Muliamandiri dengan PT Triperkasa Amiah, dan PT
Kharisma Tropisindo Makmur Abadi dengan cara meuaguslokumen

penawaran secara bersama-sama;

Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Horigbgang dilakukan oleh
PT Tanjung Nusa Persada dengan PT Penata Karyargalltama dengan
cara sengaja memberikan harga penawaran yang lagigi dari PT

Budiindah Muliamandiri; -----

Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Hotigbgang dilakukan oleh
PT Budiindah Mulimandiri, PT Triperkasa AminindaRT Tanjung Nusa
Persada, PT Penata Karya Keluarga Utama, dan PTiskie Tropisindo

Makmur Abadi yang ditunjukkan dengan nomor seriij@an penawaran yang
berurutan dan/atau berdekatan serta materai yalads tilibubuhi tanggal
sesuai dengan perintah Undang-undang Nomor 13 Ta888 Tentang Bea
Materai diantara para Terlapor merupakan upayakunilakukan kerjasama

antara para Terlapor untuk memenangkan TerlapoPT @udiindah

Muliamandiri);

Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Velttikang dilakukan oleh
Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Sambegmbangunan
Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di DiRashubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009 gatentidak
dilakukannya verifikasi oleh Terlapor VI (Panitiaefider Pekerjaan
Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhapadtierdi
Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabnopakeitai
Kartanegara Tahun Anggaran 2009) terhadap perargiian dokumen
penawaran Terlapor Il (PT Tanjung Nusa Persada) Terlapor IV (PT
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SALINAN

Penata Karya Keluarga Utama) merupakan upaya Terdp(Panitia Tender
Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, PembangurettuRah Terpadu di
Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabopataitai
Kartanegara Tahun Anggaran 2009) untuk memfasilitaslapor Il (PT
Tanjung Nusa Persada) dan Terlapor IV (PT PenatgaKldéeluarga Utama)
mendampingi Terlapor | (PT Budiindah Muliamandirijerlapor 1l (PT
Triperkasa Aminindah) dan Terlapor V (PT Kharismapisindo Makmur

Abadi) untuk mengikuti tender qug

Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komismpertimbangkan hal-

hal sebagai berikut;

8.1 Bahwa PT Triperkasa Aminindah, PT Penata Karya &g Utama, dan

Panitia telah bersikap kooperatif selama prosesep&saan berlangsung;-----

8.2 Bahwa PT Budiindah Muliamandiri, PT Tanjung Nusardada ,dan PT

Kharisma Tropisindo Makmur Abadi tidak bersikap gemtif selama

pemeriksaan berlangsung; -----

Tentang Rekomendasi Majelis Komisi

9.1 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Pemerintalvifsi Kalimantan
Timur dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di iRsb\Kalimantan Timur
untuk melarang saudassdfian Noor Hadi baik secara pribadi maupun atas
nama perusahaan untuk mengikuti tender pada praggiaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran PendapaarBelanja Daerah
(APBD) selama 2 (dua) tahun;

9.2 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kepala Dimerhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan drfim untuk
membebastugaskan Terlapor VI (Panitia Tender PakerjiPembangunan
Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu dim&taa Kota Bangun
di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegatauda@nggaran 2009)

sebagai panitia tender;
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10.

SALINAN

9.3 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kepala Diferhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan drim agar dalam
susunan panitia yang menyangkut bidang konstruksishterdapat ahli pada

bidang konstruksi;

Tentang Diktum Putusan dan Penutup

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilagamalisa dan kesimpulan di
atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3)ngndalang Nomor 5 Tahun
1999, Majelis Komisi:

MEMUTUSKAN

Menyatakan bahwa Terlapor |, Terlapor II, Terlapor lll, Terlapor IV, Terlapor

V, dan Terlapor VI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;

Melarang Terlapor | untuk mengikuti setiap proses ender yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan AnggaraPendapatan dan
Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota di Provinsi
Kalimantan Timur selama 3 (tiga) tahun terhitung sgak putusan ini memiliki

kekuatan hukum tetap;

Melarang Terlapor Il untuk mengikuti setiap proses tender yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Aggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota di Provinsi

Kalimantan Timur selama 1 (satu) tahun terhitung sgak putusan ini memiliki

kekuatan hukum tetap;

Melarang Terlapor Il untuk mengikuti setiap proses tender yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Aggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota di Provinsi

Kalimantan Timur selama 2 (dua) tahun terhitung segk putusan ini memiliki

kekuatan hukum tetap;
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10.

SALINAN

Melarang Terlapor IV untuk mengikuti setiap proses tender yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Aggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota di Provinsi

Kalimantan Timur selama 1 (satu) tahun terhitung sgak putusan ini memiliki

kekuatan hukum tetap;

Melarang Terlapor V untuk mengikuti setiap proses tnder yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Aggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota di Provinsi

Kalimantan Timur selama 2 (dua) tahun terhitung sepk putusan ini memiliki

kekuatan hukum tetap;

Menghukum Terlapor |, membayar denda sebesar Rp 21%.600.000,00 (dua
miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus ribu upiah) yang harus disetor ke
Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelaaggn di bidang

persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Pelsgan Usaha melalui
bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pesphtan Denda

Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Menghukum Terlapor Il, membayar denda sebesar Rp 43.850.000,00 (empat
ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus

disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatanrdéa pelanggaran di bidang
persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Pelisgan Usaha melalui
bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Peaphtan Denda

Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Menghukum Terlapor Ill, membayar denda sebesar Rp %9.150.000,00 (lima
ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang harus

disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatanrd#a pelanggaran di bidang
persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Pelsgan Usaha melalui
bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Peaphtan Denda

Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp 43.850.000,00 (empat
ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus

disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatanrda pelanggaran di bidang
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SALINAN

persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Pelsgan Usaha melalui
bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Peapghtan Denda

Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

11. Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp 57950.000,00 (lima
ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang harus
disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatanrd#a pelanggaran di bidang
persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Pelsgan Usaha melalui
bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Peaphtan Denda

Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Bahwa setelah Terlapor | sampai dengan Terlaporelakukan pembayaran denda, maka
salinan bukti pembayaran denda tersebut dilapodeandiserahkan ke Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU).

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawatatam Sidang Majelis Komisi pada
hari Selasa, 17 Januari 2018an dibacakan di muka persidangan yang dinyattdtaoka
untuk umum pada haKamis, 19 Januari 2012oleh Majelis Komisi yang terdiri dari
Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. sebgtua Majelis Komisi; Erwin Syabhril,
S.H. dan Prof. Dr. Ir. Ahmad Ramadhan Siregar, Mn&sing-masing sebagai Anggota
Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Aru ArmandoHSdan Andhika Willy Wardana,

S.E. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,
ttd.

Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S.

Anggota Majelis Komisi, Anggota Majelis Komisi,
ttd. ttd.
Erwin Syabhril, S.H. Prof. Dr. Ir. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S
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Panitera,

ttd.

SALINAN

ttd.

Aru Armando, S.H. Andhika Willy Wardana, S.E.

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Plt. Sekretaris Jenderal,

Ny. R. Kurnia Sya’ranie
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